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ABSTRAK

Wildan Lutfi Alfariz, 2019 : Kajian Yuridis Normatif Kewenangan Legislasi Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Wujud Sistem Bikameral Di Indonesia Menurut
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen IV

Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya lembaga Negara baru
dalam sistem perwakilan rakyat Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Semula
ide pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dikaitkan dengan upaya untuk
merestrukturisasikan bangunan parlemen Indonesia menjadi dua kamar (bicameralism).
Berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan Dewan Perwakilan
Daerah dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah
diadopsikan. Jika ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20,
maka keberadaan Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 C dan Pasal 22D.

Perubahan ketiga UUD 1945 hasil sidang tahunan Majelis Permusyawaratan
Rakyat Tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen bicameral yang bersifat soft.
Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak dilengkapi dengan kewenangan yang sama
kuat. Yang lebih kuat tetap Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan kewenangan Dewan
Perwakilan Daerah hanya bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan
langsung dengan kepentingan daerah.

Dalam pasal 22D ayat (1),(2), dan (3), dinyatakan: (1) Dewan Perwakilan Daerah
dapat mengajukan kepada DPR rancangan Undang-Undang. (2) Dewan Perwakilan Daerah
ikut membahas rancangan Undang-Undang. (3) Dewan Perwakilan Daerah dapat
melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang.

Fokus penelitian dari skripsi ini adalah: (1) Bagaimana Kewenangan Legislasi DPD
Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?. (2)
Bagaimana Eksitensi DPD sebagai wujud Sistem Bikameral Menurut UUD 1945
Amandemen 1V?.

Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk Menjelaskan Kewenangan Legislasi
DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. (2)
Untuk Menjelaskan Eksitensi DPD sebagai wujud Sistem Bikameral Menurut UUD 1945
Amandemen V. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research). yaitu
penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan
objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu
dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang di sajikan dengan cara baru. Dengan
berpijak pada berbagai literature-literature dan dokumen yang berkaitan dengan objek
penelitian.

Hasil dari penelitian ini memperoleh kesimpulan yaitu : 1) Kedudukan DPD
sebagai lembaga legislatif dalam rangka pembentukan Undang-Undang menurut Undang-
Undang Dasar 1945 adalah terbatas baik dilihat dari bentuk kelembagaan maupun dilihat
dari lingkup kewenangannya. 2). Penguatan kedudukan hukum kelembagaan DPD
berdasarkan konstitusi menjadi salah satu isu yang sedang dikumandangkan di tataran
internal DPD. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat tumpulnya peranan DPD dalam
mengawal proses legislasi sehingga wacana penguatan kelembagaan DPD tersebut menjadi
isu yang terus dilemparkan oleh anggota DPD ke pemerintah guna memaksimalkan fungsi
DPD sendiri.
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Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi
karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau terhadap kedua orang tua dan
kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) orang yang kaya ataupun miskin, maka
Allah lah yang lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu
mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu
memutarbalikkan (fakta) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah
Maha teliti terhadap segala sesuatu yang kamu kerjakan.- (Q.S An-nisa:135).
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BAB 1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Salah satu hasil amandemen UUD 1945, adalah munculnya lembaga
Negara baru dalam sistem perwakilan rakyat Indonesia yaitu Dewan
Perwakilan Daerah (DPD).! Dalam rangka mengakomodasi kepentingan
daerah secara efektif dan adil dalam pembuatan keputusan politik yang
bersifat nasional dan untuk memberdayakan potensi daerah, maka diperlukan
suatu lembaga perwakilan selain Dewan Perwakilan Rakyat yang dapat
mewakili kepentingan daerah yaitu Dewan Perwakilan Daerah. Namun DPD
masih banyak mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya
sebagai representasi masyarakat, diantaranya dalam struktur Bikameral (dua
kamar) pada lembaga MPR yang terdiri dari DPR dan DPD seharusnya kedua
lembaga negara ini mempunyai kewenangan yang seimbang sehingga akan
terwujud adanya check and balances, namun dalam kenyataanya DPD hanya
mempunyai kewenangan untuk mengusulkan tidak sampai memutuskan.

Semula ide pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dikaitkan dengan
upaya untuk merestrukturisasikan bangunan parlemen Indonesia menjadi dua
kamar (bicameralism).” Berdasarkan perubahan Ketiga UUD 1945, gagasan
pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam rangka restrukturisasi

parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsikan. Jika ketentuan

! Jimly Asshiddigie, Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, (Jakarta: Sinar
Grafika,2014),153.

2 Jimly Asshiddigie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan dalam UUD 1945,
(Yogyakarta: FH UlI Press,2004),17.



mengenai Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Pasal 20, maka keberadaan

Dewan Perwakilan Daerah diatur dalam Pasal 22 C dan Pasal 22D.

Letak perbedaan antara DPR dan DPD vyaitu pada hakikat kepentingan
yang diwakilinya masing-masing. Dewan Perwakilan Rakyat dimaksudkan
untuk mewakili rakyat, sedangkan Dewan Perwakilan Daerah dimaksudkan
untuk mewakili daerah-daerah, pembedaan hakikat perwakilan ini penting
untuk menghindari pengertian ‘double-representation’ atau keterwakilan
ganda mengartikan fungsi parlemen yang dijalankan oleh kedua lembaga
tersebut.

Perubahan ketiga UUD 1945 hasil sidang tahunan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 2001 justru mengadopsi gagasan parlemen
bicameral yang bersifat soft.®> Kedua kamar dewan perwakilan tersebut tidak
dilengkapi dengan kewenangan yang sama kuat. Yang lebih kuat tetap Dewan
Perwakilan Rakyat, sedangkan kewenangan Dewan Perwakilan Daerah hanya
bersifat tambahan dan terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan
kepentingan daerah.

Dalam pasal 22D ayat (1),(2), dan (3), dinyatakan:*

1.  Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan
Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan
pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan
daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi
lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan

2. %aeizZE,Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan

3 Jimly Asshiddigie,Konstitusi dan konsititusionalisme indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika,2014) ,

154.

* Pasal 22D ayat 1,2 dan 3 UUD 1945



sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada
DPR atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan
belanja negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan dan agama;

3.  Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.’

;;;;;
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Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang
berhak menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara
manusia, hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah
sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha

Mendengar lagi Maha Melihat. — (Q.S An-Nisa: 58).

Namun mengenai kewenangan DPD juga di atur dalam UU MD3.
Kewenangan legislasi dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang
perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR,
DPD, DPRD (UU MD3) diserahkan kepada DPR, Pasal 162 ayat 1

menyebutkan bahwa: “DPR memegang kekuasaan membentuk undang-

> Pasal 22D ayat 1,2 dan 3 UUD 1945



undang. Akan tetapi, rancangan undang-undang dapat berasal dari DPR,

Presiden, dan DPD. Pasal 163 ayat 1 menyebutkan: “Rancangan undang-

undang dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD”. Pasal 166 ayat 1-5

menjelaskan bahwa:®

1)

2)

3)

4)

5)

Rancangan undang-undang dapat diajukan oleh DPD berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan
sumber daya alam dan sumber ekonomi lainnya, serta yang berkaitan
dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Rancangan undang-undang di atas beserta naskah akademik
disampaikan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pemimpin
DPR.

Pimpinan DPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejenak menerima
rancangan undang-undang dari DPD di atas mengirim surat kepada
Presiden untuk menunjuk menteri yang ditugasi mewakili Presiden
dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama DPR dengan
mengikutsertakan DPD.

Pimpinan DPR setelah menerima rancangan undang-undang dari DPD
mengirim surat kepada pimpinan DPD untuk menunjuk alat
kelengkapan DPD yang ditugasi mewakili DPD ikut serta dalam
pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR bersama Presiden.
DPR dan Presiden mulai membahas rancangan undang-undang dari
DPD paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat pimpinan
DPR diterima Presiden.

Bahwa Undang-Undang MD3 tidak memenuhi ketidaksesuaian

kewenangan lembaga yang mengambil keputusan dalam proses pembentukan

undang-undang. Hal tersebut bertentangan dengan asas kelembagaan atau

pejabat pembentuk yang tepat sebagaimana diatur dalam Pasal 5 huruf b

Undang-Undang 12/2011.

Bahwa Pasal 22D ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 memberikan

kewenangan konstitusional DPD dalam fungsi legislasi yang kemudian

dikuatkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012.

® putusan Nomor 79/PUU-X11/2014, 18.



Pengikutsertaan Pemohon dalam pembentukan Undang-Undang MD3
merupakan perintah Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 karena Undang-Undang
MD3 salah satu materi muatannya mengatur tentang DPRD. DPRD
merupakan salah satu kelembagaan untuk melaksanakan otonomi daerah.
DPD berdasarkan Pasal 22D ayat (2) UUD 1945 mempunyai wewenang
konstitusional untuk ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi
daerah sebagaimana juga telah diputus Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU-X/2012.

Bahwa DPD sama sekali tidak diikutsertakan dalam proses pembahasan
Undang-Undang MD3. Seharusnya menurut putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 92/PUU- X/2012, pembahasan RUU yang terkait dengan wewenang
DPD (dalam hal ini Pemohon) harus melibatkan DPD sejak memulai
pembahasan pada Tingkat | oleh komisi atau panitia khusus DPR, yaitu sejak
menyampaikan pengantar musyawarah, mengajukan, dan membahas Daftar
Inventaris Masalah (DIM) serta menyampaikan pendapat mini sebagai tahap
akhir dalam pembahasan di Tingkat |I. Kemudian DPD menyampaikan
pendapat pada pembahasan Tingkat Il dalam rapat paripurna DPR sampai
dengan sebelum tahap persetujuan.

Bahwa menurut A. Hamid S. Attamimi, latar belakang asas
organ/lembaga yang tepat (beginsel van het juiste organ) ialah memberikan
penegasan tentang perlunya kejelasan kewenangan organ-organ/lembaga-
lembaga yang menetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan

(A. Hamid Attamimi, Disertasi: 1990:337). Tidak dilibatkan atau tidak



diikursertakannya DPD dalam pembahasan Undang-Undang MD3
mengakibatkan tidak jelasnya kewenangan DPD (Pemohon) sebagai organ
yang berwenang ikut membahas undang-undang sebagaimana ketentuan Pasal
22D ayat (2) UUD 1945. Bahwa tidak diikutkannya DPD dalam pembahasan
Undang-Undang MD3 maka menyebabkan secara formil pembentukan
Undang-Undang MD3 bertentangan dengan UUD 1945 karena syarat pihak
yang berwenang mengambil keputusan dalam proses pembentukan undang-
undang tidak dipenuhi.

Dengan demikian terlihat jelas bahwa kewenangan Dewan Perwakilan
Daerah hanya bersifat terbatas, yaitu dalam kaitannya dengan fungsi
legislatif. Misalnya pada pokoknya, Dewan Perwakilan Daerah hanya
memberikan pertimbangan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat sebagai
pemegang kekuasaan legislatif yang sesungguhnya. Lagi pula seperti yang
ditentukan dalam Pasal 22C ayat 2 Perubahan ketiga UUD 1945, jumlah
anggota Dewan Perwakilan Daerah itu hanya sepertiga jumlah anggota
Dewan Perwakilan Rakyat'.

Disisi lain, sistem bicameral yang disarankan oleh banyak kalangan
para ahli supaya dikembangkan sistem bicameral yang kuat (strong
bicameralism) dalam arti kedua kamar tersebut dilengkapi dengan
kewenangan yang sama-sama kuat dan saling mengimbangi satu sama lain.

Di sisi lain, gagasan atau ide bikameralisme atau struktur parlemen dua

kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok konservatif di

7 Jimly Asshiddigie. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi.
(Jakarta:Konstitusi Press, 2012), 54.



panitia Ad Hoc Perubahan UUD 1945 di MPR 1999-2002, sehingga yang
disepakati adalah rumusan yang sekarang terjadi tidak dapat disebut
menganut sistem bikameral sama sekali. Dalam ketentuan UUD 1945 dewasa
ini, jelas terlihat bahwa Dewan Perwakilan Daerah tidaklah mempunyai
kewenangan dalam membentuk Undang-Undang.?

Melihat kewenangan yang terdapat dalam Pasal 22D UUD 1945,
Stephen Sherlock yang dikutip dari Saldi Isra’, memberikan penilaian yang
menarik, menurut peneliti dari Australian National University ini,
mengatakan bahwa Dewan Perwakilan Daerah merupakan contoh yang tidak
lazim dalam praktik lembaga perwakilan rakyat dengan sistem bikameral
karena merupakan kombinasi dari lembaga dengan kewenangan yang amat
terbatas dan legitimasi tinggi (represents the odd combination of limited
powers and high legitimacy) kombinasi ini, tambah Stephen Sherlock,
merupakan contoh yang tidak lazim dalam praktik sistem bikameral manapun
di dunia, lebih lanjut Stephen Sherlock menambahkan; “

Tetapi DPD tidak mengeluarkan undang-undang, ia hanya dapat
memperkenalkan atau memberi nasihat tentang sejumlah RUU tertentu di
DPR ... Perannya dalam pembuatan undang-undang terbatas pada bidang
kebijakan tertentu, wewenangnya hanya sebagai penasehat dan tidak ada
undang-undang yang sebenarnya diperlukan untuk melewatinya agar dapat
disahkan, namun pada saat yang sama ia memiliki legitimasi kuat yang

berasal dari menjadi kamar yang dipilih sepenuhnya”.

¢ Ibid.,140.
® http://www.saldiisra.web.id/index.php/buku-jurnal/jurnal/19-jurnalnasional/361-penguatan-
fungsi-legislasi-dewanperwakilandaerah.html, (diakses tgl 12-01-2019 pukul 18.34)




Di samping itu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD, terlalu banyak
menyerahkan pengaturan hubungan DPR dan DPD dalam fungsi legislasi ke
dalam Tatib DPR. Karena Undang-Undang Nomor 22 tahun 2003
mendelegasikan pengaturan hubungan DPR dan DPD dalam pembentukan
dalam Tatib DPR, peraturan tata tertib (Tatib) DPD hanya mengatur
persiapan dan pengajuan rancangan Undang-Undang yang berasal DPD dan
tidak membuat pengaturan tentang hubungan DPD dan DPR dalam
membahas rancangan undang-undang yang menjadi rancangan wewenang
DPD.*

Sementara itu, Tatib DPR mengatur secara detail pembahasan rancangan
undang-undang yang berasal dari DPD. Menurut Saldi Isra.*! Seharusnya
fungsi legislasi yang terkait dengan kewenangan DPD, pengaturannya harus
bersifat inter-chamber dan merupakan muatan peraturan ditingkat undang-
undang. Keterbatasan wewenang DPD dalam fungsi legislasi dalam pasal
22D ayat 1 dan 2 UUD 1945, makin dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 22
tahun 2003 dan Tatib DPR 2005/2006, bukan hanya itu, dalam praktik pun,
DPR tidak pernah menindaklanjuti rancangan undang-undang yang berasal
dari DPD.

Ketertarikan saya sebagai penulis mengambil judul skrupsi ini karena
keterlibatan DPD hanya terjadi pada proses awal, pada tahap itu, fungsi

legislasi berlangsung dalam proses yang dilakukan oleh DPR, Presiden, dan

1% Galang Asmara. Penguatan kelembagaan MPR dalam sistem Ketatanegaraan Negara Republik
Indonesia, (Halrev Journal of law, 2015), 359.
" bid., 361



DPD. Namun Kketika proses memasuki pembahasan lebih lanjut dan
pengambilan persetujuan bersama, DPD tidak lagi terlibat karena proses
legislasi kembali ke DPR dan Presiden sebagaimana dinyatakan dalam Pasal
20 ayat 2 UUD 1945. Dengan demikian DPD yang diharapkan akan mampu
untuk memberikan kontribusi politiknya dalam menyuarakan kepentingan
daerah walaupun perannya dalam parlemen tidak sesuai dengan yang
diinginkan oleh daerah karena terlalu kecil peran yang diberikan oleh
konstitusi.’> Oleh karena itu penulis mengambil judul “Kajian Yuridis
Normatif Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Sebagai Wujud Sistem Bikameral Di Indonesia Menurut Undang-
Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen IV”
B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas dapat peneliti kemukakan beberapa
pokok permasalahan sehubungan dengan judul yang diajukan tersebut di atas
antara lain:
1. Bagaimana Kewenangan Legislasi DPD Sebagai Lembaga Negara Dalam

Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
2. Bagaimana Eksitensi DPD sebagai wujud Sistem Bikameral Menurut
UUD 1945 Amandemen IV?
C. Tujuan Penelitian
Setelah menentukan perumusan masalah dalam penelitian ini dengan

pasti, maka tujuan terhadap masalah tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Lhttps://media.neliti.com>publications.jurnal.evansetiostevanus.fungsilegislasidpddalamsistemket
atanegaraanindonesia. (diakses tgl 15-01-2019. 21.00)
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1. Untuk Menjelaskan Kewenangan Legislasi DPD Sebagai Lembaga
Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
2. Untuk Menjelaskan Eksitensi DPD sebagai wujud Sistem Bikameral
Menurut UUD 1945 Amandemen 1V.
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini berjudul “Kajian Yuridis Normatif Kewenangan Legislasi
Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Wujud Sistem Bikameral Di
Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
Hasil Amandemen IV~ adalah sebagai wujud dari rasa ingin memahami
penulis tentang kajian yuridis normatif kewenangan legislasi Dewan
Perwakilan Daerah sebagai wujud sistem bikameral di Indonesia menurut
UUD republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen IV. Setiap penelitian
yang dilakukan pasti akan membawa manfaat bagi keseluruhan orang yang
membaca dan membutuhkannya. Penelitian ini diharapkan dapat membawa
manfaat secara teoritis dan praktis terhadap khalayak terutama bagi peniliti,
besarnya manfaat yang diberikan menunjukkan nilai dan kualitas dari
penilitian tersebut, manfaat penelitian ini anatara lain:
1.  Secara Teoritis
a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan serta
memperkaya keilmuan hukum positif yang berhubungan dengan Kajian
Yuridis Normatif Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah

(DPD) Sebagai Wujud Sistem Bikameral Di Indonesia.
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b. Hasil penilitian ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian
selanjutnya, sehingga penelitian mengenai Kajian Yuridis Normatif
Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai
Wujud Sistem Bikameral Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia mengalami perkembangan.

2. Secara Praktis

a. Bagi peniliti, hasil penilitian ini memberikan manfaat dalam
mengembangkan kompetensi peneliti dan dapat menambah wawasan
pengetahuan terkait kajian yuridis normatif kewenangan legislasi dewan
perwakilan daerah (DPD) sebagai wujud sistem bikameral di Indonesia.

b. Bagi akademika, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmu
pengetahuan, dan menambah referensi kepentingan bagi akademika
maupun sebagai daftar rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya
yang mungkin memiliki makna substansi yang sama dengan penelitian
ini.

c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi

aktual dan dapat menambah wawasan baru.

E. Definisi Istilah
1. Dalam pembahasan ini perlu ditegaskan beberpa istilah penting mulai
dengan pertama, kajian yuridis adalah proses, cara, perbuatan mengkaji;
penyelidikan (pelajaran yang mendalam) hukum dan hal yang membentuk

keteraturan serta memiliki efek terhadap pelanggarannya, kajian yuridis
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merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum
dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan,
kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.*?

2. Normatif adalah berpegang teguh pada norma; menurut norma atau
kaidah yang berlaku. Dalam hal ini kata normatif itu sendiri mengacu
kepada sikap, loyalitas dan kesetiaan seseorang terhadap aturan atau
kaidah yang berlaku dilingkungannya.

3. Kewenangan Legislasi adalah hak dan kekuasaan untuk bertindak,
kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung
jawab kepada orang/badan lain.** hukum yang telah disahkan oleh badan
legislatif atau unsur pemerintahan yang lainnya. Sebelum disahkan,
undang-undang disebut sebagai rancangan undang-undang. Undang-
undang berfungsi untuk digunakan sebagai otoritas, untuk mengatur, untuk
menganjurkan, untuk menyediakan (dana), untuk menghukum, untuk
memberikan, untuk mendeklarasikan, atau untuk membatasi sesuatu.'

4. Dewan Perwakilan Daerah salah satu lembaga negara yang muncul
melalui perubahan ke-tiga UUD 1945. Hadirnya DPD dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D UUD 1945.
Dalam Pasal 22C rumusannya berbunyi sebagai berikut: (a). Anggota

Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui pemilihan

13 http://media informasill.com/2012/04/pengertian-definisi-analisis. Diakses pada tanggal 16-01-
2019 pukul 09.00

4 Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah
Di Indonesia, (Makassar:Pustaka Refleksi,2010), 35.

13 http://mahasiswaclub.blogspot.com/2016/01/legislasi-profesi.html?m=1. Dikases tanggal 19-01-
2019 jam 18.25
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umum (b). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi
jumlahnya sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan
Daerah itu tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan
Rakyat. (c). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun (d). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur
dengan undang-undang.*®
5. Sistem bikameral adalah badan legislatif yang terdiri dari dua kamar
untuk melaksanakan mekanisme check and balances agar terhindar dari
resiko pemerintah yang diktator, Benjamin Frranklin  menulis
kemajemukan pembuat undang-undang adalah cara untuk menjadikan
pemerintah yang baik (good goverment) diatas eksekusi yang tunggal.
F. Metode Penelitian
Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam
mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standart ukuran
yang telah dilakukan.'” Hal ini sangat menentukan kualitas hasil penelitian,
berdasarkan hal ini, seorang peneliti harus menentukan dan memilih metode
yang tepat agar tujuan penelitian tercapai maksimal, adapun dalam penelitian
ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:
1.  Jenis Penilitian Dan Pendekatan Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (library

research). Yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah

18 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta:Rajawali Pers,2009), 173.
7 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta,
2002), 126.
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sumber-sumber tertulis yang terkait dengan objek pembahasan
supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat
membantu dalam kajian ini, dan jenis ini terkait dengan apa yang di
sajikan dengan cara baru.'® Dengan berpijak pada berbagai literature-

literature dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Pendekatan penelitian
Penelitian ini menggunakan berbagai pendekatan dengan
tujuan untuk menemukan titik temu terhadap objek yang akan dikaji,
pendekatan yang digunakan pendekatan undang-undang (statute
Aproach) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan
regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang
ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penilitian hukum
normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis.*®
Seperti halnya dalam penelitian ini pendekatan Undang-Undang
akan menelaah Undang-Undang tentang Dewan Perwakilan Daerah
baik dari Peran DPD dan Kewenangannya.
2. Sumber data
Penelitian ini bersifat Yuridis normatif yaitu penelitian yang
dilakukan dengan cara meneliti data sekunder saja, yang terdiri dari:
bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahwa

hukum sebagai sumber penelitian hukum tanpa bahan tidak akan

'8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta; Ul Press. 1986), 12.
19 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: PT Grafindo
Persada, 2016), 164.
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mungkin dapat ditemukan jawaban atas isu hukum yang

diketengahkan.”® Sumber-sumber bahan penelitian hukum dapat

dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan

hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.* Adapun dalam

penelitian ini, penelitian akan menggunakan bahan hukum sebagai

berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum bahan primer
terdiri dari Undang-Undang dan Kebijakan Dewan Perwakilan
Daerah (DPD). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri
dari kajian yuridis normatif kewenangan legislasi Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) dalam mewujudkan sistem bikameral
menurut UUD 1945 amandemen IV.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan yang menjelaskan

bahan hukum primer, seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan
karya ilmiah. Semua publikasi tentang hukum yang bukan
merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum
meliputi  buku-buku teks, kamus-kamus, eksiklopedia hukum,
jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar  kajian yuridis

normatif kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

2% Dyah Ochtorina Susanti & A’an Efendi, Penelitian Hukum, 48.
2! peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 181.
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dalam mewujudkan sistem bikameral menurut UUD 1945
amandemen IV, kegunaan bahan hukum sekunder adalah
memberikan kepada peneliti melangkah.

Teknik pengumpulan Data

Begitu isu hukum ditetapkan, peneliti melakukan penelusuran untuk
mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu hukum yang
dihadapi.” Karena dalam penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka atau
library research, teknik pengumpulan bahan hukumnya di sinergikan dengan
metode pendekatan penelitian yang digunakan.

Apabila pendekatan melalui perundang-undangan peneliti harus
mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan
isu hukum tersebut. Teknik selanjutnya dengan metode dokumentasi yaitu
suatu cara yang tepat dilakukan penelitian kualitatif untuk mendapatkan
gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan
dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang
bersangkutan.?

Teknik Analisis Data

Dalam suatu yuridis normatif pada hakikatnya menenkankan pada

metode deduktif sebagai pegangan utama, dan metode induktif sebagai tata

kerja penunjang. Analisis normatif terutama mempergunakan bahan-bahan

Ibid., 237.
% Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta; Selemba Humanika, 2010) , 143.
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kepustakaan sebagai sumber data penelitiannya adapun teknik analisis bahan
hukum.?*
a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data
hukum positif tertulis
b. Merumuskan pengertian-pengertian hukum
c. Pembentukan standart-standart hukum
d. Perumuskan kaidah-kaidah hukum.
Dikaitkan dengan pembahasan penelitian ini, bagaimana kewenangan
DPD dalam mewujudkan sistem bikameral menurut UUD 1945 amandemen

V.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat penting agar penelitian ini yang dihasilkan
dapat dipercaya dan dipertanggung jawabkan, dalam hal ini peneliti
menggunakan triangulasi, triangulasi adalah teknik pemeriksaan kebasahan
data yang memanfaatkan sasuatu yang lain dalam membandingkan dalam
berbagai sumber. Teknik ini mengarahkan peneliti agar didalam
mengumpulkan dan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai
sumber perolehan data. Karena penelitian ini adalah penelitian kepustakaan

untuk itu peneliti memperoleh sumber data dari dokumen tertulis yang

2 Amiruddin & Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Depok: PT Grafindo
Persada, 2016), 174.
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kemudian akan memberikan pandangan yang berbeda mengenai fenomena

yang diteliti.?®

a.

b.

Membandingkan sumber hukum satu dengan yang lainnya
Membandingkan kendala dan perspektif seorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan terhadap kasus hukum yang diteliti
Membandingkan isu hukum yang diteliti dengan isi satu dokumen

yang berkaitan dengannya.

6. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, diperlukan beberapa langkah

supaya memberikan penelitian hukum yang berkualitas, adapun langkah-

langkahnya:?®

a.

Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal-hal yang tidak
relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang
mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.

Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-
bahan yang telah dikumpulkan.

Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu
hukum.

Memberikan perskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun

dalam kesimpulan.

% Sunteki dan Galang Taufani, Metode Penelitian Hukum, Filsafat, Teori dan Praktek, (Depok:
Rajawali Press,2018), 230.
%6 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 213.
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Langkah-langkah ini dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang
bersifat perskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai
keadilan, validitas aliran hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma
hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standart prosedur,
ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh
karena itu langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian
untuk kebutuhan praktis maupun yang untuk kajian akademis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi
dari bab pendahuluan hingga bab penutup.?’

BAB | : Pendahuluan merupakan dasar atau pijakan dalam penelitian yang
meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat
penelitian, definisi istilah, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab Il : memuat konsep tentang kewenangan DPD dalam mewujudkan
sistem bikameral menurut UUD 1945 amandemen IV.

Bab 111 : memuat isi dan kajian yuridis normatif kewenangan DPD dalam
mewujudkan sistem bikameral menurut UUD 1945 amandemen 1V, yang berupa
gambaran dasar tentang DPD, tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Perwakilan
Daerah serta dasar hukum DPD.

Bab 1V : memuat tentang study komparatif antara kajian yuridis normatif
kewenangan DPD dalam mewujudkan sistem bikameral menurut UUD 1945

amandemen V.

2" Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Karya lImiah (Jember: IAIN Jember Press, 2017), 53.
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Bab V adalah bab ini berisi kesimpulan dan saran atas pembahasan dan
daftar pustaka. Penulis akan mengambil kesimpulan dari apa yang telah
dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Serta memberikan saran-saran
berdasarkan hasil penelitian yang dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang
berkepentingan. Serta daftar pustaka sebagai sumber referensi dari pemabahasan

Semuanya.



BAB I
KAJIAN KEPUSTAKAAN
A. Penelitian Terdahulu

Berikut akan diuraikan secara singkat tentang kajian/penelitian yang
sudah pernah dilakukan baik persamaan atau perbedaan seputar kajian yuridis
normatif kewenangan DPD dalam sistem bikameral di Indonesia, agar tidak
terjadi pengulangan atau duplikasi penelitian. Berikut adalah temuan penulis
terkait masalah yang akan ditulis.

Arfandy Ranriady, UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR,
Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012,® Latar belakang pengaturan lebih
lanjut mengenai kewenangan DPD tersebut diatur dalam Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (UU MD3) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3). Dalam kedua
undang-undang tersebut kewenangan DPD dalam bidanag legislasi telah
direduksi sehingga bertentangan dengan UUD 1945. dalam tulisan ini penulis
menjelaskan mengenai semangat MK untuk meletakkan konstruksi legislasi
dengan mengembalikan kewenangan DPD sejalan dengan amanat UUD 1945

patut diapresiasi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-X/2012

% Arfandy Ranriady, Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan Perwakilan
Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU/X/2012,(Skripsi
Universitas Hasanuddin Makassar,2014)
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maka hubungan DPR, DPD dan presiden dalam pembentukan undang-undang
didudukkan kembali wewenangnya oleh mahkamah konstitusi. Dengan
demikian DPD dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan
daerah yang berkaitan dengan daerah. Fokus penelitian, implikasi hukum
terhadap kewenangan dan kedudukan terhadap Dewan Perwakilan Daerah
Republik Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
92/PUU/X/2012. Metode Penelitian ini penulis menggunakan penelitian
yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada
studi kepustakaan (library research). Melalui studi kepustakaan, objek
penelitian dapat dikaji, sesuai dengan doktrin-doktrin dan asas-asas didalam
ilmuhukum, baik itu bersumber pada hukum primer maupun bahan baku
sekunder. Kesimpulan Semangat MK untuk meletakkan konstruksi legislasi
dengan mengembalikan kewenangan DPD sejalan dengan amanat UUD 1945
patut diapresiasi. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PUU-X/2012
maka hubungan DPR, DPD dan presiden dalam pembentukan undang-undang
didudukkan kembali wewenangnya oleh mahkamah konstitusi. Dengan
demikian DPD dapat mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan
daerah yang berkaitan dengan daerah. Persamaan dengan penulis ini adalah
sama-sama mengangkat tentang DPD mengenai kewenangannya. Perbedaan
dengan penulis ini terletak pada judul yang diangkat oleh Arfandy Ranriady
membahas Implikasi Hukum Terhadap Kewenangan Dan Kedudukan Dewan
Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 92/PUU/X/2012, sedangkan penelitian ini membahas Kajian Yuridis
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Normatif Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai
Wujud Sistem Bikameral Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar
Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen IV.

SITI AMIATI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI UIN SUKA
YOGYAKARTA, kedudukan DPD RI dalam proses legislasi perspektif
prinsip keadilan dan prinsip persamaan dalam AL-QUR’AN,?® Latar
belakang ketidakjelasan dan keterbatasan wewenang DPD RI telah menjadi
persoalan tersendiri dalam sistem ketatanegaraan, yang mana kehadirannya
lembaga non partai politik itu tidak mampu berbuat banyak ketika dihadapkan
dengan DPR RI dalam memperjuangkan hak-hak konstitusional daerah.
Betapapun anggota DPD RI telah berusaha memberikan pandangan atau
usulan cerdas, yang diyakini sarat dengan kepentingan daerah, namun
akhirnya akan mengalami kemandekkan atau resistensi ketika muncul dalam
pembahasan di DPR. Menjelaskan bahwa terjadinya ketimpangan atau
deskriminasi pada posisi DPD dalam fungsi legislasi ialah disebabkan karena
lemahnya payung hukum DPD dalam konstitusi, sehingga wewenang dan
peran DPD dalam pembuatan undang-undang didalam konstitusi sangatlah
sempit. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri dan sulit diharapkan bahwa
DPD mampu mengemban fungsi legislatif untuk kepentingan daerah, karena
dalam prakteknya kewenangan DPD RI dalam sistem ketatanegaraan
hanyalah sebagai badan “pembantu” DPR saja. Serta sulit diharapkan

terbangunnya suatu mekanisme check and balances yang efektif antara DPR

% Siti Amiati, Kedudukan DPD RI dalam Proses Legislasi Perspektif Prinsip Keadilan dan
Prinsip Persamaan dalam Al-Qur’an, (Skripsi Universitas Islam Negeri Uin Suka
Yogyakarta,2017)
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dan DPD, jika masih terdapat inferioritas kewenangan DPD dalam
menjalankan tugasnya. Fokus penelitian, mengapa terjadi ketimpangan pada
DPD dalam fungsi legislasi?, Metode penelitian ini penulis menggunakan
penelitian kepustakaan (library reserach), yaitu suatu penelitian dengan
mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber utama berupa
buku-buku, majalah, koran, jurnal maupun data dari internet yang dipandang
relevan dengan tema penulis ini. Kesimpulan, bahwa terjadi ketimpangan
atau deskriminasi pada posisi DPD dalam fungsi legislasi ialah disebabkan
karena lemahnya payung hukum DPD dalam konstitusi, sehingga wewenang
dan peran DPD dalam pembentukan undang-undang didalam konstitusi
sangatlah sempit. Oleh sebab itu, kedudukan DPD didalam sistem parlemen
dan proses legislasi dalam prakteknya tidaklah sejalan dengan prinsip
keadilan dan prinsip persamaan yang terdapat dalam Al-Qur’an. Karena
kedua badan perwakilan tersebut tidak mencerminkan bahwa keduanya
berjalan beriringan, melainkan kedua lembaga tersebut berjalan ibarat
majikan dan pembantu. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama
membahas DPD serta kewenangan legislasinya, selanjutnya Perbedaan
dengan penulis terletak pada, SITI AMIATI membahas kedudukan DPD RI
dalam proses legislasi perspektif prinsip keadilan dan prinsip persamaan
dalam Al-Qur’an, sedangkan penelitian ini membahas Kajian Yuridis
Normatif Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai
Wujud Sistem Bikameral Di Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar

Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen IV.
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MOH WAHYUDI, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA, Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-
X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Tentang MPR,DPR,DPD, Dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik
Indonesia,®® Latar belakang Sulit bagi DPD Rl  untuk
mempertanggungjawabkan secara moral dan politik kepada pemilih dan
daerah pemilihannya akibat keterbatasan kewenangan lembaga ini.
Keterbatasan kewenangan dan tidak dikehendakinya DPD RI sebagai
lembaga progresif dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia, dapat dicermati
dalam UU Nomor 27 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang
Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) dan
UU Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (UU P3). Fokus penelitian bagaimana kedudukan dan fungsi
legislasi dewan perwakilan daerah republik indonesia (DPD RI) sebelum
putusan mahkamah konstitusi (MK) nomor 92/PUU-X/2012, Metode
Penelitian jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library reserach)
yaitu merupakan jenis penelitian untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip  hukum, maupun doktrin-doktrin  hukum untuk menjawab

permasalahan hukum yang dihadapi, serta didukung dengan melakukan

% MOH WAHYUDI, Implikasi Putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-
Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang MPR,DPR,DPD, Dan DPRD dan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi
Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, (Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta tahun 2014)
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wawancara kepada anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia
(DPD RI) atau pihak terkait yang membidangi terkait obyek penelitian yang
dilakukan oleh penyusun. Kesimpulan DPD RI merupakan lembaga baru
dalam sistem ketatanegaraan indonesia yang lahir dalam amandemen ketiga
secara de facto DPD RI baru ada pada tanggal 1 Oktober 2004 yaitu ketika
pelantikan anggota terpilih yang merupakan hasil dari pemilihan umum
(pemilu) tahun 2004. Ada beberapa tujuan konkrit yang mendasari
dibentuknya DPD RI sebagai lembaga perwakilan baru, pertama memperkuat
ikatan daerah-daerah dalam wadah negara Indonesia dan memperteguh
persatuan kebangsaan seluruh daerah, kedua meningkatkan agresi dan
akomodasi aspirasi dan kepentingan daerah-daerah dalam perumusan
kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan daerah. Ketiga mendorong
percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan daerah secara serasi dan
seimbang. Persamaan dengan penulis adalah sama-sama membahas DPD
serta kewenangan legislasinya, selanjutnya. Perbedaan dengan penulis
terletak pada, MOH WAHYUDI membahas Implikasi Putusan MK Nomor
92/PUU-X/2012 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009
Tentang MPR,DPR,DPD, Dan DPRD dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Fungsi
Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, sedangkan
penelitian ini membahas Kajian Yuridis Normatif Kewenangan Legislasi

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Sebagai Wujud Sistem Bikameral Di
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Indonesia Menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Hasil Amandemen IV

B. Kajian Teori

Sebagai upaya untuk mengarahkan penelitian dibutuhkan kerangka teori
yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan penelitian yang
memuaskan, jadi kerangka teoritik adalah sebuah keharusan dalam
melakukan penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan
gambaran atau batasan-batasan tentang teori-teori yang akan dipakai sebagai
landasan penelitian yang akan dilakukan, adalah teori mengenai variabel-
variabel permasalahan yang akan di teliti.*

1. Kewenangan Legislasi

Kewenangan Legislasi yaitu kekuasaan membuat keputusan memerintah dan
pembuatan Undang-Undang.*?

Indikator kewenangan Legislasi DPD dalam pembentukan UUD.

Mahkamah Konstistusi (MK) mengabulkan permohonan Dewan
Perwakilan Daerah (DPD) untuk sebagian. Kedudukannya di bidang legislasi
menjadi setara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden. Mahkamah
Konstitusi memutuskan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berhak dan/atau
berwenang mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tertentu dan
membahas RUU tertentu sejak awal hingga akhir. Namun DPD tidak terlibat

persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang (UU). MK juga

31 Mardalis, Penelitian Suatu Pendekatan Proposal,cet. VIII (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 41.
32 Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta:Gramedia Pustaka, 2014)
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memutuskan DPR, DPD, dan Pemerintah menyusun program legislasi
nasional (Prolegnas).

Mahkamah Konstitusi pada Sidang Pleno terbuka untuk umum pada
hari Rabu 27 Maret 2013, selesaikan diucapkan pukul 15.20 WIB, sembilan
Hakim Konstitusi, yaitu Moh, Mahfud MD. Selaku ketua merangkap
Anggota, Achmad Sodiki, Hamdan Zoelva, M Akil Mochtar, Ahmad Fadlil
Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, Muhammad Alim, dan Anwar Usman
telah mengambil putusan berkaitan dengan pengujian UU MD3 dan UU P3
yang telah diajukan DPD. Substansi putusan sebagai berikut;*

a. Penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas)

Dalam hal penyusunan Prolegnas mahkamah berpendapat bahwa
Prolegnas sebagai instrumen perencanaan pembentukan undang-undang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan DPD untuk
mengajukan RUU. Sebagimana pendapat mahkamah, apabila DPD tidak
terlibat secara utuh dalam penyusunan Prolegnas justru akan mereduksi
kewenangan DPD untuk mengajukan RUU sebagaimana ketentuan Pasal
22D ayat (1) UUD 1945,

Pasal 22D ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR rancangan (RUU)
yang berkaitan dengan :

e Otonomi daerah

e Hubungan Pusat dan Daerah

e Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah

3 pr Sirajuddin & Dr Winardi, Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia, (Malang: Setara Press,
2015), 123.
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e Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya

e Serta hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan Pusat dan

Daerah.

Putusan MK tersebut juga menetapkan bahwa penyusunan Prolegnas

dilakukan bersama antara DPR, DPD, dan Presiden.

Contoh Prolegnas 2017 :*

NO |JUDUL RANCANGAN UNDANG- | DRAFT RUU DAN
UNDANG DISIAPKAN OLEH

1 RUU tentang kekarantinaan Kesehatan PEMERINTAH

2 RUU tentang Pertanahan DPR

3 RUU tentang Jasa Konstruksi* DPR*

4 RUU tentang Ekonomi Kreatif DPD

5 RUU tentang wawasan Nusantara DPD

6 RUU tentang Penyelenggaraan DPD
Pemerintahan di Wilayah kepulauan

7 RUU tentang Bea Materai PEMERINTAH

8 RUU tentang Tanggung Jawab Sosial DPR
Perusahaan

9 RUU tentang Kebidanan DPR

10 RUU tentang Peningkatan Pendapatan DPR
Asli Daerah

Catatan :

** |bid., 124.
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*RUU tentang Jasa Kontruksi (inisiatif DPR) telah disahkan pada Rapat

Paripurna DPR. 05 juni 2017

b. Pengajuan RUU
Pelaksanaan pengajuan RUU oleh DPD sebagaimana ketentuan
Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 menurut mahkamah analog atau sama
dengan kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana ketentual Pasal
5 Ayat (1) UUD 1945. Lebih lanjut mahkamah menerangkan bahwa kata
“dapat” dalam Pasal 22D Ayat (1) UUD 1945 merupakan sebuah pilihan
subyektif DPD “untuk mengajukan” dan “tidak mengajukan” RUU yang
berkaitan dengan daerah. Dalam hal ini mahkamah berpendapat bahwa
DPD mempunyai posisi dan kedudukan yang sama dengan DPR dan
Presiden dalam mengajukan RUU yang berkaitan dengan tugas dan
wewenang DPD. Mahkamah pun menegaskan bahwa RUU yang berasal
dari DPD tidak berubah menjadi RUU usul DPR dan DPD dapat
mengajukan RUU diluar Prolegnas.
c. Pembahasan RUU usul DPD
Terkait dengan pelaksanaan pembahasan RUU, dalam hal RUU
yang dibahas terkait dengan tugas dan wewenang DPD, mahkamah
berpendapat bahwa tiap proses pembahasan harus melibatkan DPD. DPD
sebagai lembaga negara memiliki hak dan kewenangan yang sama
dengan dengan DPR dan Presiden dalam membahas RUU yang berkaitan

dengan daerah. Dengan demikian frasa “ikut membahas” sebagaimana
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ketentuan Pasal 22D Ayat (2) UUD 1945 harus dilihat sebagai suatu
kewajiban untuk melibatkan DPD pada tiap proses pembahasan baik itu
sejak mulainya pembahasan pada tingkat 1 oleh komisi atau panitia
khusus DPR sampai dengan pembahasan tingkat 11 dalam rapat paripurna
DPR sebelum tahap persetujuan.

d. Pembahasan RUU secara Tiga Pihak (tripartit)

Pelaksanaan pembahsan RUU yang berasal dari DPD harus
diperlakukan sama dengan RUU yang berasal dan Presiden dan DPR.
Dengan demikian, pembahasan RUU yang terkait dengan bidang tugas
DPD harus melibatkan DPR, DPD, dan Presiden secara kelembagaan
yakni dari dimulainya pembahasan di tingkat 1 sampai dengan DPD
menyampaikan pendapat pada pembahasan tingkat Il dalam rapat

paripurna DPR sebelum tahap persetujuan.

2. Sistem Bikameral
Ramlan Subakti dan Bagir Manan yang menyatakan bahwa sistem dua
kamar merupakan suatu mekanisme check and balances antar kamar-kamar
dalam suatu badan perwakilan.®
Istilah struktur organisasi parlemen dua kamar atau dalam istilah lain
disebut Bikameral. Dalam beberapa definisi tentang bikameralisme adalah

sebaga berikut:

% Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Konstitusi republik Rl menuju perubahan ke 5,
(Jakarta:DPRI,2009) , 216.



32

1) Bicameral sistem: A legislature which has two chamber rather then one
(unicameralsistem), providing check and Balances and lessening, the risk
of aletive dictatorship, atthe birth of the united, Benjamin Franklin wrote
that ““a plural legislature is nesesaryto good government as a single
executive”

Artinya: sistem bikameral adalah badan legislatif yang terdiri dari dua kamar
untuk melaksanakan mekanisme check and balences agar terhindar dari
resiko pemerintah yang diktator, Benjamin Franklin menulis
kemajemukan pembuat undang-undang adalah cara unuk menjadikan
pemerintah yang baik (good government) diatas eksekutif yang tunggal.

2) Bicameral: the division of legislative or judikal body into to components
or cembers. The US congress is a bicameral legislature, sinse its
dividedinto to houses, the senate and the house of representative.
Artinya: bikameral adalah devisi dalam badan legislatif yang terdiri dari
baberapa komponen atau kamar. Di Amerika kongres terdiri dari dua
kamar yaitu senat dan house of representative.*

3) Bicameral of legislature having two legislative House (usu. The house of
refresentatives,or the assembly, and the sanate). The federal government
and all states excep nabraska have bicameral legislatures.*’

Artinya: sistem bikameral dalam badan pembuat undang-undang terdiri

dari dua badan atau kamar (biasanya disebut house of refresentatives dan

% Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Bicameral dalam Parlemen di Indonesia (Jakarta : Raja
Grafindo persada, 2010), 13.
¥ bid., 14.
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senate), setiap pemerintahan yang menganut sistem federal mempunyai
dua badan pembuat undang-undang.

Dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa, lembaga
perwakilan rakyat dua kamar pada dasarnya merupakan suatu bentuk wadah
demokrasi perwakilan yang terdiri dari dua kamar atau dua dewan. Bentuk
semacam ini merupakan proses panjang penyelenggaraan negara di berbagai
belahan dunia, sejak awal timbulnya gagasan mengenai demokrasi
perwakilan, muncul keinginan untuk menciptakan demokrasi yang bertugas
untuk menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam penyelenggaraan
negara.

Sistem bikameralisme merupakan salah satu dari klasifikasi sistem
keparlemenan yang ada di dunia. Seperti yang dikemukakan Arend Lijphart
dalam bukunya Patterns of Democracy, bahwa bikameralisme merupakan
sebuah dikotomi dari kategori sistem keparlemenan di dunia yang ditandai
oleh adanya dua kamar yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama
atau biasa disebut lower house biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua
(upper house).

Selanjutnya, Lijphart menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dari
bikameralisme ini. Secara original, fungsi yang penting dari kamar kedua atau
upper house yang dipilih dari basis terbatas adalah melayani sikap konservatif
yaitu agresifitas dari kamar pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara

lebih demokratis.
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Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi
agresifitas DPR (lower) dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu,
pertimbangan yang tidak kalah penting adalah pentingnya kamar kedua untuk
mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, oleh
eksekutif atau oleh kepentingan khusus.®

Di Amerika Serikat, kehadiran senat sebagai kamar kedua dalam sistem
bikameralisme diarahkan untuk mendinginkan situasi dari adanya
kekhawatiran dalam praktek sistem keparlemenan tunggal yang cenderung
menimbulkan oligarki kekuasaan. Kondisi ini disadari oleh para ahli terkesan
menimbulkan intervensi dari lembaga upper house dalam hal hubungan
normal dari tanggung jawab politik dengan lower, lembaga demokratis
lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya
menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga.

C.F.strong menambahkan, bahwa keberadaan kamar kedua dapat
mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak
direncanakan dengan matang oleh suatu majelis yang merasa kekuasaanya
tidak terbatas khususnya dalam pembuatan undang-undang, sehingga ini
dimungkinkan akan menyalahgunakan kekuasaan dan tirani.*®

Kemudian ia juga menambahkan bahwa kamar kedua tidak akan ada
artinya dan tidak akan membawa kemajuan kecuali jika diupayakan

menemukan hal-hal berikut ini:

38 |1

Ibid., 15.
% C.F. Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik Modern Terjemahan Dari Modern Constitution
(Bandung: Nusa media, 2008), 275.



35

e Sejauh mana majelis tinggi dapat mempertahankan kekuasaannya yang
riil.

e Sejauh mana majelis tinggi yang dipilih dapat mengembangkan diri dan
memiliki kekuatan.

e Dengan cara bagaimana jika terjadi deadlock antara kedua majelis dapat
diselesaikan apabila kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk
menghalangi tindakan bebas majelis rendah.

a. Asas pemisahan kekuasaan dan check and balances

Berbagai kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis diindonesia saat
ini bermuara kepada ketidakjelasan konsep yang dibangun oleh UUD 1945,
tidak adanya check and balances antar alat kelengkapan organisasi negara,
selain berbagai kelemahan yang melekat pada UUD 1945. Sejak saat itu,
berbagai kalangan menyiapkan bahan kajian untuk perubahan UUD 1945 dan
mendesak MPR untuk seceatnya melakukan perubahan tersebut. Belakngan
ini muncul asirasi politik yang menghendaki agar dipaki sistem pertimbangan
kekuasaan (checks and balances).

Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan indonesia di atur dalam

Pasal 22C dan 22D. Diatur wewenang DPD sebagai berikut:*°

(1). Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR rancangan

Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat

dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah;

(2). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber

0 Solly Lubis,Hukum Tata Negara, (Bandung;Mandar Maju,2008) , 99.
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daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama;

(3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,
dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

Ketentuan UUD 1945 yang mengatur keberadaan DPD dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia itu antaranya lain dimaksudkan untuk: (1) memperkuat
ikatan daerah-daerah dalam wadah NKRI dan memperteguh persatuan kebangsaan
seluruh daerah (2) meningkatkan agregasi dan akomodasi aspirasi dan kepentingan
daerah-daerah dalam perumusan kebijakan nasional berkaitan dengan negara dan
daerah-daerah (3)mendorong percepatan demokrasi, pembangunan dan kemajuan
daerah secara serasi dan seimbang.*!

Lembaga baru dibidang kekuasaan kehakiman yaitu mahkamah
konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, yang
berbunyi sebagai berikut: *“kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan
peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan sebuah
Mahkamah konstitusi.” Berkenaan dengan tugas dan wewenang Mahkamah
Kosntittusi, Pasal 24C menegaskan bahwa “Mahkamah Konstitusi berwenang
mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final

untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa

* Ni’matul Huda SH.M HUM, Hukum Tata Negara Indonesia, (Rajawali Press,2009), 106.
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kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD,
memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil
pemilihan umum. Selain itu, Mahakamah Konstitusi wajib memberikan
putusan atas pendapat DPR mengenai pelanggaran oleh presiden dan/ atau
wakil Presiden menurut UUD.

Ketiga cabang keuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-
sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip
checks and balances. Dengan adanya prinsip check and balances ini maka
kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi bahkan dikontrol dengan sebaik-
baiknya sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara
negara ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedang menduduki jabatan
dalam lembaga-lembaga negara yang bersangkutan dapat dicegah dan

ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.**

3. DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)
a. Sejarah Dewan Perwakilan Daerah
DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, pada awalnya DPD
mempunyai 128 anggota yang terpilin untuk kali dilantik dan diambil
sumpahnya. Di awal pembentukannya banyak tantangan yang harus dihadapi
oleh Dewan Perwakilan Daerah mulai dari wewenangnya yang dianggap jauh
dari memadai untuk menjadi kamar kedua yang efektif dalam sebuah

parlemen bikameral, sampai dengan persoalan kelembagaan yang juga jauh

2 1bid., 107.
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dari kata memadai. Jika dibandingkan dari pembentukannya, Dewan
Perwakilan Daerah memang jauh lebih muda dari pada DPR, hal tersebut
karena DPD dibentuk lebih awal dari DPD yaitu tahun 1918 (pada awal
terbentuk DPR bernama Volksraad). Namun, apabila dibandingkan dari segi
gagasannya DPD sudah dapat dilacak sebelum masa kemerdekaan. Ditulis
oleh Indra J. Piliang dalam sebuah buku yang diterbitkan DPD, bahwa
pemikiran ini lahir pertama kali pada saat konferensi GAPI tanggal 31 Januari
1941. Gagasan itu terus bergeser sampai pada masa pendirian Republik ini,
gagasan untuk membentuk lembaga perwakilan daerah di parlemen nasional
ikut dibahas. Gagasan itu dikemukakan pertama oleh Moh Yamin dalam rapat
perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha
Persiapan Kemerdekaan Indonesa).*?

Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945
antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia diatur oleh Pasal 22C dan 22D. Pasal 22C
rumusannya berbunyi sebagai berikut.

1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi melalui
pemilihan umum.

2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya
sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun

4). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan
undang-undang.**

*3 https://materikita.com/dewan-perwakilan-daerah/, diakses pada tanggal 02-02-2019 Jam 18.15
* Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 173.
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Selanjutnya, dalam Pasal 22D diatur tentang wewenang DPD, sebagai
berikut.

1). Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR
rancanganUndang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah;

2). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber
daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan
pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas
rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja negara, dan
rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan
agama;

3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan,
dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR
sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-
undang.”

Selain yang diatur dalam Pasal 22D, tugas dan wewenang DPD juga
diatur dalam Pasal 22E ayat (2), dimana DPD menerima hasil pemeriksaan
keuangan negara dari BPK sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, dalam
Pasal 22F ayat (1) ditegaskan bahwa DPD memberikan pertimbangan kepada
DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

DPD juga dapat memberikan pertimbangan kepada DPR dalam

pemilihan anggota BPK. Selain itu, DPD dapat melakukan pengawasan atas

* bid., 174.
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pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta
pertimbangan keuangan pusat dan daerah; pelaksanaan anggaran pendapatan
dan belanja negara, pajak, pendidikan dan agama. Pengawasan tersebut
merupakan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang. Hasil pengawasan
DPD itu disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti.
Sebagaimana lumrahnya lingkup kewenangan perwakilan rakyat, maka
DPD ini mempunyai kewenangan dalam kegiatan legislatif (law making,
wetgeving) dan pengawasan terhadap eksekutif (control).*®
Dalam Hal Prakarsa RUU
Menurut Pasal 22D ayat (1) DPD dapat mengajukan kepada DPR
rancangan (RUU) yang berkaitan dengan :
e Otonomi daerah
e Hubungan Pusat dan Daerah
e Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
e Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
e Serta hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan keuangan Pusat dan
Daerah.

Dalam hal pembahasan UU

* M Solly Lubis, Hukum Tata Negara, (Bandung:Mandar Maju,2008) , 99.
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Menurut 22D ayat (2) DPD ikut membahas RUU yang berkaitan
dengan :
e Otonomi daerah
e Hubungan Pusat dan Daerah
e Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
e Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
e Pertimbangan keuangan Pusat dan Daerah
e Pertimbangan dengan Pajak, pendidikan dan agama.
Dalam hal pengawasan
Menurut Pasal 22D ayat (3) DPD dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan Undang-Undang mengenai:*’
e Otonomi daerah
e Hubungan Pusat dan Daerah
e Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah
e Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya
e Pajak
e Pendidikan
e Agama.
Serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai
bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.
Dari penegasan dalam Pasal 22D, Pasal 22E dan Pasal 22F terlihat

bahwa UUD 1945 tidak mengatur secara komprehensif tentang DPD,

“"1bid., 100.
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pengaturan DPD sangat sumir. DPD sama sekali tidak mempunyai kekuasaan
apa pun. DPD hanya memberikan masukan pertimbangan, usul, ataupun
saran, sedangkan yang berhak memutuskan adalah DPR. Karena itu,
keberadaan disamping DPR tidak dapat disebut sebagai bikameralisme dalam
arti yang lazim. Selama ini dipahami bahwa kependudukan kedua kamar itu
dibanding legislatif sama kuat, maka sifat bikameralismenya disebut ‘strong
bicameralisme’, tetapi jika kedua kamar tidak sama kuat maka disebut ‘soft
becameralisme’. Akan tetapi, dalam pengaturan UUD 1945 Pasca Perubahan
Keempat, bukan saja bahwa struktur yang dianut tidak dapat disebut sebagai
‘strong becameralisme’ yang kedudukan keduanya tidak sama kuatnya, tetapi
bahkan juga tidak dapat disebut sebagai ‘soft bicameralisme’ sekalipun.
Dengan kata lain, DPD hanya memberi masukan, sedangkan yang
memutuskan adalah DPR sehingga DPD ini lebih tepat disebut sebagai
Dewan Pertimbangan DPR karena kedudukannya hanya memberikan

pertimbangan kepada DPR.

4. Amandemen IV
a. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Daerah dalam UUD 1945
Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945
antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia diatur oleh Pasal 22C dan 22D. Pasal 22C

rumusannya berbunyi sebagai berikut.*

*® Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 173.
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1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi
melalui pemilihan umum.

2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya
sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu tidak
lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam setahun
4). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan
undang-undang.

Selanjutnya, dalam Pasal 22D diatur tentang wewenang DPD, sebagai

berikut.

1). Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR
rancanganUndang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah;

2). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-Undang
yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah,
pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan
sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan
keuangan pusat dan daerah, serta memberikan pertimbangan kepada DPR
atas rancangan Undang-Undang anggaran pendapatan dan belanja
negara, dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan dan agama;

3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,
pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-
undang.

Akan tetapi ketika Amandemen ke IV Tahun 2002 UUD 1945
mengenai DPD tidak ada perubahan. Yang terjadi perubahan amandemen ke

IV vyaitu hanya MPR pasal 2, Kekuasaan Pemerintah Negara pasal
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6A,8,11,16, hal keuangan pasal 23B,23D, kekuasan kehakiman pasal 24,

wilayah negara.*®

*® UUD 1945 Amandemen IV



BAB I11
KEWENANGAN LEGISLASI DPD SEBAGAI LEMBAGA NEGARA

DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

A. Sejarah Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah

DPD lahir pada tanggal 1 Oktober 2004, pada awalnya DPD mempunyai
128 anggota yang terpilih untuk kali dilantik dan diambil sumpahnya. Di awal
pembentukannya banyak tantangan yang harus dihadapi oleh DPD mulai dari
wewenangnya yang dianggap jauh dari memadai untuk menjadi kamar kedua
yang efektif dalam sebuah parlemen bikameral, sampai dengan persoalan
kelembagaan yang juga jauh dari kata memadai. Jika dibandingkan dari
pembentukannya, DPD memang jauh lebih muda dari pada DPR, hal tersebut
karena DPD dibentuk lebih awal dari DPD vyaitu tahun 1918 (pada awal
terbentuk DPR bernama Volksraad). Namun, apabila dibandingkan dari segi
gagasannya DPD sudah dapat dilacak sebelum masa kemerdekaan. Ditulis
oleh Indra J. Piliang dalam sebuah buku yang diterbitkan DPD, bahwa
pemikiran ini lahir pertama kali pada saat konferensi GAPI tanggal 31 Januari
1941. Gagasan itu terus bergeser sampai pada masa pendirian Republik ini,
gagasan untuk membentuk lembaga perwakilan daerah di parlemen nasional
ikut dibahas. Gagasan itu dikemukakan pertama oleh Moh Yamin dalam rapat
perumusan UUD 1945 oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha

Persiapan Kemerdekaan Indonesa).>

%0 https://materikita.com/dewan-perwakilan-daerah/, diakses pada tanggal 02-02-2019 Jam 18.15
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Lembaga baru yang muncul melalui perubahan ke-tiga UUD 1945
antara lain Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hadirnya DPD dalam struktur
ketatanegaraan Indonesia diatur oleh Pasal 22C dan 22D. Pasal 22C
rumusannya berbunyi sebagai berikut.

1). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dipilih dari setiap Provinsi
melalui pemilihan umum.

2). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dari setiap provinsi jumlahnya
sama dengan jumlah seluruh anggota Dewan Perwakilan Daerah itu
tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

3). Dewan Perwakilan Daerah bersidang sedikitnya sekali dalam
setahun

4). Susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Daerah diatur dengan
undang-undang.™

Selanjutnya, dalam Pasal 22D diatur tentang wewenang DPD, sebagai
berikut.

1). Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada DPR
rancanganUndang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah,
hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta
penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan
pusat dan daerah;

2). Dewan Perwakilan Daerah ikut membahas rancangan Undang-
Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya, serta
perimbangan keuangan pusat dan daerah, serta memberikan
pertimbangan kepada DPR atas rancangan Undang-Undang anggaran
pendapatan dan belanja negara, dan rancangan undang-undang yang
berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama;

3). Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas
pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak,

> Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 173.
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pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu
kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti.

4). Anggota Dewan Perwakilan Daerah dapat diberhentikan dari
jabatannya, yang syarat-syarat dan tata caranya diatur dengan undang-
undang.

1. Dasar Hukum Dewan Perwakilan Daerah ( DPD )

Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) adalah salah satu
proses mereformasi sturuktur dan tatanan kelembagaan negara yang ada di
Indonesia. Pembentukan DPD tersebut telah mengubah konsep parlemen di
Indonesia yang sebelumnya merupakan konsep satu kamar (unikameral)
kemudian berubah menjadi konsep dua kamar (bikameral). Perubahan ini
tentu membuat perubahan mendasar dalam hal pembuatan peraturan
perundan-undangan. Peranan legislasi yang sebelumnya dilakukan
sepenuhnya oleh DPR bersama-sama presiden, kemudian berkembang dengan
memberikan sebagian kewenangan legislasi tersebut kepada DPD. Ide
pemikiran dari lahirnya DPD sebagai kamar baru dalam sistem parlemen di
Indonesia ialah untuk memberikan sebuah double check sehingga lebih
representatif terhadap kepentingan rakyat. Menurut Jimly Asshiddigie bahwa
DPR merupakan suatu perwakilan politik (Political representation) sedangkan
DPD merupakan (Regional representation).>®

Dikatakan juga oleh Jimly Asshiddigie bahwa walaupun DPD
mempunyai kewenangan terbatas seputar kepentingan daerah, akan tetapi

dapat dikatakan bahwa DPD mempunyai kewenangan penuh untuk

52 B

Ibid., 174.
>3 Jimly Asshiddigie, Perkembangan dan Konsolidasi Negara Pasca Reformasi, (Jakarta:
Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 139.
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melakukan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintahan. Oleh karena
itu DPD mempunyai fungsi penunjang atau auxiliary terhadap fungsi DPR
dalam fungsi legislasi atau disebut juga sebagai co-legislator, daripada
legislator sepenuhnya. Kembali kepada Sejarah awal lahirnya DPD adalah
ketika muncul amandemen UUD NRI Tahun 1945, tepatnya pada saat
amandemen ketiga UUD NRI Tahun 1945. Di dalam perubahan UUD NRI
Tahun 1945 amandemen ketiga disebutkan tentang pengaturan DPD yaitu
pasal Pasal 22C dan Pasal 22D UUD NRI Tahun 1945.

Walaupun terdapat suatu progress atau kemajuan dalam rangka
penguatan peranan DPD yang dilakukan oleh pemerintah bersama—sama
dengan DPD, yakni pergantian Undang-Undang No 22 Tahun 2003 menjadi
UU MD3, Akan tetapi menurut penulis masih perlu penguatan kembali. Hal
tersebut dikarenakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang MD3 masih kurang
dan jauh dari harapan terhadap cita-cita pertama kali dibentuknya DPD dalam
sistem parlemen di Indonesia.

Bahwa DPD merupakan bentuk dari representasi keterwakilan rakyat
yang ada di daerah, menjadi hal yang sangat mutlak apabila DPD harus
mempunyai peranan penuh terhadap pembuatan peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Oleh karena itu suatu
revitalisasi terhadap peraturan yang berkaitan dengan DPD menjadi harga
mati demi memberikan pelayanan yang lebih baik serta lebih
merepresentasikan kepentingan daerah yang lebih baik. Pergeseran paradigma

corak sistem sentralisasi menjadi desentralisasi dalam sistem pemerintahan di
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Indonesia juga menjadi bahan pertimbangan mengapa perlu suatu revitalisasi

peranan DPD dalam sistem parlemen di Indonesia.

2. Syarat Pencalonan Anggota DPD

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan diatas, telah dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR,

DPD, dan DPRD. Pasal 11 menegaskan:**

1)

Untuk dapat menjadi calong anggota DPD, peserta pemilu dari

perseorangan harus memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:*®

a. Provinsi yang berpenduduk sampai dengan 1.000.000 (satu juta)
orang harus didukung se-kurang-kurangnya oleh 1.000 (seribu)
orang pemilih;

b. Provinsi yang berpendudukan lebih dari 1.000.000 (satu juta)
sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus didukung
sekurang-kurangnya oleh 2.000 (dua ribu) orang pemilih;

c. Provinsi yang berpendudukan lebih dari 5.000.000 (lima juta)
sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus didukung
sekurang-kurangnya oleh 3.000 (tiga ribu) orang pemilih;

d. Provinsi yang berpendudukan lebih dari 10.000.000 (sepuluh juta)
sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus didukung

sekurang-kurangnya oleh 4.000 (empat ribu) orang pemilih;

>* Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: Rajawali Pers,2009), 175.

>* |bid., 175.
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e. Provinsi yang berpendudukan labih dari 15.000.000 (lima belas
juta) orang harus didukung sekurang-kurangnya oleh 5.000 (lima
ribu) orang pemilih;

(2). Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tersebar di sekurang-
kurangnya 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota
diprovinsi yang bersangkutan.

(3). Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan ayat (2)
dibuktikan dengan tanda tangan atau cap jempol dan foto kopi Kartu
Tanda Penduduk atau identitas lain yang sah.

Selanjutnya, dalam pasal 51 dan Pasal 52 ditentukan bahwa daerah
pemilihan untuk anggota DPD adalah provinsi. Jumlah anggota DPD untuk
setiap provinsi ditetapkan 4 (empat) orang. Penegasan tentang susunan dan
keanggotaan DPD juga diatur dalam UU No. 22 Tahun 2003 tentang susunan
dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Pasal 32 menentukan: “DPD
terdiri atas wakil-wakil daerah Provinsi yang dipilih melalui pemilihan
umum.” Di dalam Pasal 33 ditegaskan sebagai berikut.”®

(1) Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak empat orang.
(2) Jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota
3 ESEer{ggotaan DPD diresmikan dengan Keputusan Presiden.

(4) Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya dan selama
bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara Republik Indonesia.

% 1bid., 176.
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Sebagai calon, menurut ketentuan Pasal 63 UU Nomor 12 Tahun 2003
juga harus memenuhi syarat:

a. Berdomisili diprovinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya tiga
tahun secara berturut-turut yang dihitung sampai dengan tanggal
pengajuan calon atau pernah berdomisili selama 10 (sepuluh) tahun
sejak berusia 17 tahun diprovinsi yang bersangkutan.

b. Tidak menjadi pengurus partai politik sekurang-kurangnya empat tahun
yang dihitung sampai dengan tanggal pengajuan calon.

Bagi anggota DPD dari pegawai sipil, anggota TNI, atau anggota Polri,
selain harus memenuhi syarat sebagaimana calon yang lain, harus
mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota TNI, atau anggota
Polri.”’

Penetapan calon terpilih anggota DPD didasarkan pada nama calon
yang memperoleh suara terbanyak pertama, kedua, ketiga, dan keempat di
provinsi yang bersangkutan. Dalam hal perolehan suara calon terpilih ke
empat terdapat jumlah yang suara yang sama, maka calon yang memperoleh
dukungan pemilih yang lebih merata penyebarannya diseluruh kabupaten/kota
di provinsi tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih.

Dari ketentuan dalam UUD 1945 ataupun UU pemilu Anggota DPR,
DPD dan DPRD atau UU Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan
DPRD, mekanisme pengisian jabatan keanggotaan DPD tampak lebih berat

bila dibandingkan dengan mekanisme pengisian keanggotaan DPR. Peserta

>’ |bid., 177.
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pemilu menjadi anggota DPD adalah perorangan, sedangkan peserta pemilu

untuk

anggota DPR adalah partai politik. Artinya, dapat terjadi tokoh

perorangan yang akan tampil sebagai calon anggota DPD menghadapi

kesuli

calon

tan luar biasa dalam menggalang dukungan bagi dirinya, sedangkan

anggota DPR cukup memanfaatkan (mendompleng) struktur partai

politiknya sebagai mesin penghimpun dukungan suara dalam pemilihan

umum.

setida

1)

Secara umum, basic komunitas dari setiap calon anggota DPD
knya berasal dari empat unsur;*®

. Basic komunitas spatial (space base community) dengan kemungkinan
bersumber dari etnik atau daerah pemilihan kabupaten/kota tertentu
(yang tidak ditentukan semangat etnik, tetapi lebih pada semangat asal
daerah).

(2). Basic komunitas dari suatu organisasi tertentu yang memiliki basic
dukungan massa yang kuat ditingkat lokal (provinsi/kabupaten/kota),
misalnya dari unsur Nahdatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Unsur
pimpinan agama tertentu yang membasic ditingkat lokal, dan
semacamnya.

(3). Figur publik yang dikenal atau akan dipilih lebih karena
kepopulerannya, baik dari kalangan kampus maupun aktivis kondang,

LSM, dan sebagainya.

% |bid., 178.
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(4). Elite ekonomi, yakni mereka yang memiliki kekuatan materi
sehingga dikenal masyarakat dan apalagi bila dalam proses-proses
kampanye.

Masa jabatan Anggota DPD adalah lima tahun dan berakhir bersamaan
pada saat anggota DPD yang baru mengucapkan sumpah/janji. Anggota DPD
sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-
sama yang dipandu oleh ketua Mahkamah Agung dalam sidang Paripurna
DPD.

Alat kelengkapan DPD terdiri atas: (a). Pimpinan; (b). Panitia ad hoc;
(c). Badan kehormatan; dan (d). Panitia-panitia lain yang diperlukan.
Pimpinan DPD diatur dalam Pasal 37 UU No. 22 Tahun 2003 sebagai
berikut.”®
(). Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua
orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota DPD dalam sidang
Paripurna DPD.

(2). Selama pimpinan DPD sebagimana dimaksud pada ayat (1) belum
berbentuk, DPD dipimpin oleh pimpinan sementara DPD.

(3). Pimpinan sementara DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri
atas seorang ketua sementara dan seorang wakil ketua sementara yang

diambilkan dari anggota tertua dan anggota termuda usianya.

% 1bid., 180.
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(4). Dalam hal Anggota tertua dan/ atau anggota termuda usianya
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, sebagai penggantinya
adalah anggota tertua dan/ atau anggota termuda berikutnya.

(5). Ketua dan Wakil ketua DPD diresmikan dengan keputusan DPD.

(6). Tata cara pemilihan pimpinan DPD diatur dalam peraturan Tata Tertib
DPD.

. Kewenangan Legislasi DPD dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia

Struktur Lembaga Negara RI setelah Amandemen UUD 1945

Struktur Ketatanegaraan sesudah perubahan keempat UUD 1945

UUD 1945
BPK MFR PRESIDEN KEK KEHAKIMAN
DPR- DPFD WELPRES MA ME  KY |
LEGISLATIF EKSEKUTIF YUDIKATIF

Eeterangan -

ME  =Mahkamah Konstitusi
MA  =Mahkamah Agung
KY =Komisi Yudisial

Setelah disahkannya Perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945
pada sidang Tahunan MPR tahun 2002 yang lalu, agenda reformasi konstitusi

Indonesia untuk kurun waktu sekarang ini dipandang telah tuntas. Mengingat



perubahan Undang-Undang Dasar 1945 Indonesia dilakukan

adendum.®

1. Tugas Dan Wewenang DPD

55

Secara

Tugas dan wewenang DPD sesuai dengan UU No. 27 Tahun 2009,

antara lain :

1. dapat mengajukan kepada DPR rancangan undangundang yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan
keuangan pusat dan daerah;™

ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang
yang berkaitan dengan hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

ikut membahas bersama DPR dan Presiden rancangan undang-undang
yang diajukan oleh Presiden atau DPR, yang berkaitan dengan hal
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang
tentang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan
pajak, pendidikan, dan agama;

. dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai

otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah,

% M Fatwa, Potret Konstitusi Pasca Amandemen UUD 1945, (Kompas, Jakarta, 2009), 8.
*1 Jimly Asshidigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi,
(Jakarta:Bhuana limu Populer,2007), 160
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hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber
daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama;

6. menyampaikan hasil pengawasan atas pelaksanaan undang-undang
mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan
daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan undang-undang APBN, pajak,
pendidikan, dan agama kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk
ditindaklanjuti;

7. menerima hasil pemeriksaan atas keuangan negara dari BPK sebagai
bahan membuat pertimbangan kepada DPR tentang rancangan undang-
undang yang berkaitan dengan APBN;

8. memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota BPK;
dan

9. ikut serta dalam penyusunan program legislasi nasional yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan
pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan
sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan

keuangan pusat dan daerah.

Tugas dan wewenang DPD tersebut secara rinci, diatur lebih lanjut di
dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang

MPR, DPR, DPD, dan DPRD.®?

%2 |bid., 161



2.

57

Fungsi dan Wewenang DPD

Berdasarkan Pasal 223 UU No. 27 Tahun 2009 tentang Parlemen,

fungsi DPD adalah sbb:

1. Pengajuan usul kepada DPR mengenai rancangan undang-undang

yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya,
serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan
daerah;®

Ikut dalam pembahasan rancangan undang-undang yang berkaitan
dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan,
pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya
alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan

keuangan pusat dan daerah;

. Pemberian pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-

undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara dan
rancangan undang-undang Yyang berkaitan dengan pajak,

pendidikan, dan agama; dan

. Pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi

daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah,

hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan

% Ibid., 163
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sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak,
pendidikan, dan agama.
3. Fungsi Legislasi DPD Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

MK melalui putusan Nomor 92/PUU-X/2012 telah mengembalikan
kewenangan DPD yang sebelumnya direduksi oleh UU No. 27 Tahun
2009 dan UU No. 12 Tahun 2011.

Keputusan MK ini  menyimpulkan lima pokok persoalan
konstitusional DPD vyaitu;®*

1. kewenangan DPD mengusulkan RUU yang diatur Pasal 22D ayat (1)
UUD 1945, yang menurut DPD, RUU dari DPD harus diperlakukan
setara RUU dari presiden dan DPR.

2. kewenangan DPD ikut membahas RUU yang disebut Pasal 22D UUD
1945 bersama DPR dan presiden.

3. kewenangan DPD memberi persetujuan atas RUU yang disebut Pasal
22D UUD 1945.

4. keterlibatan DPD dalam penyusunan program legislasi nasional
(prolegnas) yang menurut DPD sama dengan keterlibatan presiden dan
DPR.

5. kewenangan DPD memberi pertimbangan terhadap RUU yang disebut
Pasal 22D UUD 1945. Berdasarkan pengujian tersebut, MK
mengeluarkan putusannya bahwa kedudukan DPD di bidang legislasi

setara dengan DPR dan presiden, atas dasar itu DPD berhak dan/atau

* https://0js.unud.ac.id/index.php/Kerthanegara/article/view/8067/6082. Diakses pada tanggal 02-
09-2019 Jam 20.13
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berwenang mengusulkan RUU tertentu yaitu menyusun program
legislasi nasional di lingkungan DPD dan membahas RUU tertentu
tersebut sejak awal hingga akhir tahapan, namun DPD tidak memberi

persetujuan atau pengesahan RUU menjadi undang-undang.

Konsekuensi dari putusan MK ini adalah terciptanya proses legislasi
model tripartit (DPR-DPD-Presiden) khusus untuk RUU tertentu tersebut
yaitu RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan
daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah,
pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang
berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah.

4. Hubungan DPD Dengan Lembaga Negara Lainnya

Secara umum hubungan antara alat perlengkapan negara (lembaga
negara) dapat dibedakan atas dua hal, yaitu hubungan secara vertikal dan
hubungan secara horisotal.®

Hubungan secara vertikal adalah berkaitan dengan kedudukan wilayah-
wilayah dalam negara. Apakah bagian-bagian ini berkedudukan sebagai
negara atau sebagai daerah dalam suatu ikatan negara. Jika bagian itu
bersetatus negara, maka negara itu susunannya sebagai negara serikat, dan
apabila bersetatus daerah, maka negara itu bersusunan negara kesatuan.
Sedangkan hubungan horisontal adalah hubungan antar alat perlengkapan alat

negara (lembaga negara) di tingkat pusat sebagai akibat adanya teori trias

® https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/198/146. Di akses pada tanggal
02-09-2019 Jam 20.54
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politica yang menghendaki adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan di
dalam negara. Dengan demikian dimensi dari hubungan ini tidak lain adalah
hubungan antar pemegang kekuasaan legislatif, ekskutif dan yudikatif.
Hubungan DPD dengan MPR adalah bahwa anggota DPD juga
sekaligus merupakan anggota MPR, yang menjalankan tugas dan fungsi
dalam kedua lembaga secara terpisah pada waktu yang berbeda; Para anggota
DPD ketika melaksanakan tugas dan fungsi MPR tidak mewakili DPD,
melainkan sebagai pribadi seorang anggota MPR, begitu juga sebaliknya,
ketika melaksanakan tugas sebagai DPD tidak secara otomatis mewakili
MPR, karena kedua lembaga tersebut mempunyai tugas dan fungsi yang
berbeda.®® Hubungan ini berbeda dengan sistem bicameral, yakni ketika
melaksanakan tugas dan fungsi MPR, para anggota MPR itu tetap
berkedudukan sebagai anggota DPD, hal ini berarti bahwa perubahan
Undang-Undang Dasar 1945 tidak membawa konskwensi ketatanegaraan
Indonesia, khusunya mengenai anggota MPR yang berasal dari utusan daerah.
Hubungan DPD dengan DPR semula digagas sebagai dua kamar yang
berbeda dalam satu lembaga legislatif. Namun ternyata kedua lembaga
tersebut merupakan lembaga yang mandiri dengan kekuasaan masing-masing.
Antara keduanya mempunyai hubungan kekuasaan yang terwujud dalam
fungsi legislatif dan fungsi pengawasan. DPD hanya diberi kewenangan
untuk mengajukan RUU dalam bidang tertentu, serta ikut pembahasan dengan

DPR sebelum dibahas antara DPR dengan Presiden, DPD tidak diberi

% https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/198/146. Di akses pada tanggal
02-09-2019 Jam 20.54
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kewenangan untuk membahas RUU lebih lanjut. Begitu juga mengenai
pengawasan, DPD menyerahkan hasil pengawasan kepada DPR untuk
ditindak lanjuti, jadi DPD tidak mempunyai fungsi pengawasan secara
mandiri, semua yang dilakukan harus disampaikan kepada DPR.

Hubungan DPD dengan Presiden terkait dengan dua posisi DPD, yakni
sebagai anggota DPD di satu sisi dan sebagai anggota MPR disisi lain. Jika
sebagai anggota DPD hubungannya hanya menyampaikan RUU kepada DPR
kemudian DPR membahasnya bersama-sama dengan Presiden, maka
hubungan DPD dengan Presiden merupakan hubungan yang tidak langsung,
karena harus melalui DPR sebagai perantara terkait dengan pengajuan RUU,
maupun hasil pengawasan yang telah di lakukan. Kemudian posisinya sebagai
anggota MPR adalah hanya melantik Presiden dan/atau wakil Presiden, serta
dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil Presiden dalam masa
jabatannya menurut Undang-Undang Dasar, bila dimungkinkan.®’

Hubungan antara DPD dengan BPK, bahwa hasil pemeriksaan BPK
diserahkan kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya
masing-masing, kemudian hubungan yang lain nampak dalam hal pengisian
keanggotaan BPK, maka DPD diberi hak untuk memberikan pertimbangan
kepada DPR, kemudian DPR memutus sendiri dan dapat menggunakan atau
tidak menggunakan pertimbamngan dari DPD; Dengan demikian substansi
huibungan DPD dengan BPK, bahwa DPD menjadikan laporan pemriksaan

keuangan negara oleh BPK sebagai bahan untuk melaksanakan fungsi

*7 https://journal.uwgm.ac.id/index.php/yuriska/article/download/198/146. Di akses pada tanggal
02-09-2019 Jam 20.54
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pengawasan dan memberikan pertimbangan mengenai RUU APBN yang

secara prosedural bermuara kepada DPR, untuk menindaklanjutinya;

Hubungan ini dapat dikatakan sebagai hubungan perantaraan yang
hanya memperpanjang prosedur kerja, maka agar lebih evisien sebaiknya
hasil pemeriksaan BPK langsung saja diberikan kepada DPR. Hubungan DPD
dengan lembaga yudikatif, baik itu Mahkamah Agung maupun Mahkamah
Konstitusi, boleh dikatakan tidak ada hubungan sama sekali, karena dalam hal
menentukan Hakim Agung sepenuhnya menjadi kewenangan DPR dan tidak
melibatkan DPD sama sekali, namun demikan dalam hal anggota DPD
sebagai anggota MPR yang mempunyai kewenangan merubah UUD, maka

ada hubungannya dengan Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

C. Eksistensi dan Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam
Pembentukan Undang- Undang

DPD secara konstitusional mempunyai kewenangan-kewenangan baik
sebagai bentuk jelmaan fungsi legislasi yang lemah dan terbatas maupun
fungsi pengawasan yang terbatas. Pengaturan yang demikian ini,
sebagaimana telah penulis uraikan sebelumnya sesungguhnya di satu sisi akan
bertentangan dengan status dan kondisi yang dikehendaki dari pembentukan
DPD tersebut. Serta teoritis tidak menjadi permasalahan apabila dalam tataran
praktis ditemukan adanya sistem bikameral lemah (work bicameralism) atas

sistem perwakilan yang dianut.®

% putusan Nomor 79/PUU-XI1/2014
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Namun demikian penentuan sistem bikameral lemah tersebut
seharusnya hanya didasarkan pada pembatasan terhadap lingkup kewenangan
dari lembaga perwakilan yang ada termasuk dalam hal ini DPD, bukan dalam
bentuk kewenangannya, sehingga dengan pembatasan yang demikian ini,
maka dapat dihindarkan terjadinya pengaturan fungsi dari lembaga
perwakilan tersebut yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang
seharusnya dikehendaki atas pembentukan DPD tersebut dengan kata lain,
fungsi legislasi dan fungsi pengawasan yang seharusnya melekat pada setiap
lembaga perwakilan termasuk dalam hal ini DPD dapat dimilikinya secara
optimal. Sementara ini, berdasarkan ketentuan pasal 22 D ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Dasar 1945, sebagaimana telah penulis kemukakan terlebih
sebelumnya, dapat didefinisikan bahwa fungsi legislasi yang dimiliki oleh
DPD tersebut dapat dikategorikan sebagai fungsi legislasi lemah, karena tidak
diberikannya kewenangan kepada DPD untuk ikut memutuskan rancangan
undang-undang mana dan bagaimana yang dapat diterima untuk dijadikan
sebagai undang-undang.

Dengan pengaturan sebagaimana yang dikemukakan di atas, penulis
menilai terdapat beberapa kelemahan yang akan muncul, yaitu:

1. Diberikannya fungsi legislasi yang lemah kepada DPD akan kehilangan
status dan kondisi yang seharusnya yang melekat pada DPD tersebut
sebagai suatu lembaga yang bertindak untuk mewakili aspirasi dan

kepentingan daerah:
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2. Daerah akan kehilangan sarana yang optimal untuk menyalurkan
aspirasi dan melindungi kepentingan-kepentingan daerah berkaitan
dengan kebijakan- kebijakan yang diambil pada tingkat pusat:

3. Tidak terdapatnya mekanisme check and balance yang dikehendaki dari
pembentukan sistem perwakilan bikameral, karena DPD hanya
diberikan kewenangan yang terbatas sebagai jelmaan dari fungsi
legislasi yang lemah;

Tujuan Pembentukan Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih
memberikan kesempatan yang bagi daerah untuk lebih aktif ikut
berpartisipasi sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, akan
sulit tercapai, karena sangat dimungkinkan dengan pengaturan kewenangan
DPD yang demikian tersebut, akan menimbulkan gejolak bagi daerah yang
merasakan bahwa saluran untuk ikut memberikan partisipasi dan melindungi

kepentingan-kepentingan sulit tercapai.



BAB IV

ANALISIS DATA MENGENAI EKSITENSI DPD SEBAGAI WUJUD

SISTEM BIKAMERAL MENURUT UNDANG-UNDANG 1945

AMANDEMEN IV

A. Eksitensi DPD Sebagai Wujud Sistem Bikameral Menurut Undang-

Undang 1945 Amandemen IV

Sejak awal munculnya gagasan demokrasi perwakilan, muncul
pemikiran untuk menciptakan wadah demokrasi perwakilan yang bertugas
menghasilkan keputusan-keputusan penting dalam urusan bernegara demi
kesejahteraan warga yang diwakili. Pada umumnya dikenal ada 2 (dua)
macam lembaga perwakilan atau parlemen, yaitu parlemen dua kamar
(bicameral parliament)) dan parlemen satu kamar (unicameral parliament).®

Bikameral Istilah struktur organisasi parlemen dua kamar atau dalam
istilah  lain disebut Bikameral. Dalam beberapa definisi tentang

bikameralisme adalah sebaga berikut:"

a. Bicameral sistem: A legislature which has two chamber rather then one
(unicameral sistem), providing check and Balances and lessening, the risk

of aletive dictatorship, at the birth of the united, Benjamin Franklin wrote

® Moh Dermawan, Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif
Menurut Undang-Undang dasar 1945, (Jakarta: Legal Opinion, 2014), 24.

7% Reni Dwi Purnomowati, Implementasi Bicameral dalam Parlemen di Indonesia, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2005), 13.
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that ““a plural legislature is nesesary to good government as a single

executive”

Artinya: sistem bikameral adalah badan legislatif yang terdiri dari dua
kamar untuk melaksanakan mekanisme check and balences agar terhindar
dari resiko pemerintah yang diktator, Benjamin Franklin menulis
kemajemukan pembuat undang-undang adalah cara unuk menjadikan

pemerintah yang baik (good government) diatas eksekutif yang tunggal.

b. Bicameral: the division of legislative or judikal body into to components
or cembers. The US congress is a bicameral legislature, sinse its

dividedinto to houses, the senate and the house of representative.

Artinya: bikameral adalah devisi dalam badan legislatif yang terdiri dari
baberapa komponen atau kamar. Di Amerika kongres terdiri dari dua

kamar yaitu senate dan house of representative.

c. Bicameral of legislature having two legislative House (usu. The house
of refresentatives, or the assembly, and the sanate). The federal

government and all states excep nabraska have bicameral legislatures.™

Artinya: sistem bikameral dalam badan pembuat undang-undang terdiri

dari dua badan atau kamar (biasanya disebut house of refresentatives dan

" 1bid., 14.
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senate), setiap pemerintahan yang menganut sistem federal mempunyai

dua badan pembuat undang-undang.

Sistem bikameralisme merupakan salah satu dari klasifikasi sistem
keparlemenan yang ada di dunia. Seperti yang dikemukakan Arend Lijphart
dalam bukunya Patterns of Democracy, bahwa bikameralisme merupakan
sebuah dikotomi dari kategori sistem keparlemenan di dunia yang ditandai
oleh adanya dua kamar yang memiliki nama masing-masing. Kamar pertama
atau biasa disebut lower house biasanya selalu lebih penting dari kamar kedua

(upper house).

Selanjutnya, Lijphart menyatakan bahwa terdapat kecenderungan dari
bikameralisme ini. Secara original, fungsi yang penting dari kamar kedua atau
upper house yang dipilih dari basis terbatas adalah melayani sikap konservatif
yaitu agresifitas dari kamar pertama yang biasanya anggotanya dipilih secara

lebih demokratis.”

Pertimbangan lain adalah adanya keinginan untuk mengurangi
agresifitas DPR (lower) dalam hal isu-isu kebijakan terkini. Selain itu,
pertimbangan yang tidak kalah penting adalah pentingnya kamar kedua untuk
mencegah korupsi atau perebutan kekuasaan oleh lembaga lain, oleh

eksekutif atau oleh kepentingan khusus.

72 Ibid., 15.
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Di Amerika Serikat, kehadiran senat sebagai kamar kedua dalam sistem
bikameralisme diarahkan untuk mendinginkan situasi dari adanya
kekhawatiran dalam praktek sistem keparlemenan tunggal yang cenderung
menimbulkan oligarki kekuasaan. Kondisi ini disadari oleh para ahli terkesan
menimbulkan intervensi dari lembaga upper house dalam hal hubungan
normal dari tanggung jawab politik dengan lower, lembaga demokratis
lainnya serta eksekutif. Tetapi hal tersebut merupakan konsekuensi dari upaya

menciptakan mekanisme checks and balances antar lembaga.

Menurut Miriam Budiarjo, negara kesatuan yang memakai sistem dua
kamar (majelis) biasanya terdorong oleh pertimbangan bahwa satu majlis
dapat mengimbangi dan membatasi kekuasaan dari majelis lain,
dikhawatirkan bahwa sistem satu kamar memberi peluang untuk
menyalahgunakan kekuasaan, karena mudah dipengaruhi oleh situasi politik.
Majelis atau kamar kedua memiliki wewenang kurang daripada majelis atau

kamar pertama.

C.F.strong menambahkan, bahwa keberadaan kamar kedua dapat
mencegah pengesahan undang-undang secara tergesa-gesa dan tidak
direncanakan dengan matang oleh suatu majelis yang merasa kekuasaanya
tidak terbatas khususnya dalam pembuatan undang-undang, sehingga ini

dimungkinkan akan menyalahgunakan kekuasaan dan tirani.”® Kemudian ia

3 C.F Strong, Konstitusi-Konstitusi Politik, (Bandung, Nusa Media,2008), 275.



69

juga menambahkan bahwa kamar kedua tidak akan ada artinya dan tidak akan

membawa kemajuan kecuali jika diupayakan menemukan hal-hal berikut ini:

a. Sejauh mana majelis tinggi dapat mempertahankan kekuasaannya yang

riil.

b. Sejauh mana majelis tinggi yang dipilih dapat mengembangkan diri dan

memiliki kekuatan.

c. Dengan cara bagaimana jika terjadi deadlock antara kedua majelis dapat
diselesaikan apabila kekuasaan majelis tinggi cukup nyata untuk

menghalangi tindakan bebas majelis rendah.

d. Bagaimana kedudukan majelis tinggi jika diberi kekuasaan yang tidak

diberikan kepada majelis rendah.

Selanjutnya mungkin ada dua alasan mengapa mengapa para penyusun
konsitusi memilih sistem bikameral. Alasan pertama adalah untuk
membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (check and
balances) serta yang kedua adalah untuk menampung kepentingan tertentu
yang mungkin tidak dapat diwakili sepenuhnya oleh majelis pertama.

1. Kelemahan DPD Menerapkan Fungsi Legislasi Dalam Sistem

Parlemen Bikameral Di Indonesia

Kelemahan DPD Menerapkan Fungsi Legislasi Dalam Sistem Parlemen

Bikameral Di Indonesia Sistem dua kamar pada hakikatnya mengidealkan
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adanya dua kamar di dalam lembaga perwakilan. Doktrin ini berasal dari teori
klasik ~ Aristoteles dan Polybius yang mengargumentasikan bahwa
pemerintahan yang baik adalah gabungan antara prinsip demokrasi dan
oligarkhi.” Merujuk pendapat Allen R. Ball dan B. Guy Peters yang dikutip
oleh Saldi Isra, bahwasanya kebanyakan parlemen modern menggunakan dua
kamar. Berkaitan dengan model yang ada, Giovanni Sartori membagi

lembaga perwakilan rakyat bikameral menjadi tiga jenis, yaitu;

a. Sistem bikameral yang lemah (asymmetric bicameralism atau weak
bicameralism atau soft bicameralism) yaitu apabila kekuatan salah satu

kamar jauh lebih dominan atas kamar lainnya;

b. Sistem bikameral yang kuat (symmetric bicameralism atau strong

bicameralism), yaitu jika kekuatan kedua kamar nyaris sama kuat; dan

c. Perfect Bicameralism yaitu apabila kekuatan antara kedua kamar

betulbetul seimbang.

Di Indonesia sendiri, pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
semula dimaksudkan dalam rangka mereformasi struktur parlemen
Indonesia menjadi dua kamar (bikameral) yang terdiri atas DPR dan DPD.
Dengan struktur bikameral itu diharapkan proses legislasi dapat
diselenggrakan berdasarkan double-check yang memungkinkan representasi
kepentingan seluruh rakyat secara relatif dapat disalurkan dengan basis

sosial yang lebih luas. Akan tetapi, ide bikameralisme atau struktur

* Jimly Asshidigie, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, (Jakarta: Konstitusi
Press, 2006), 83.



71

parlemen dua kamar itu mendapat tentangan yang keras dari kelompok
konservatif di Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR 1999-2002 yang
membahas rancangan perubahan UUD 1945, sehingga yang disepakati
adalah rumusan yang sekarang yang tidak dapat disebut menganut sistem

bikameral sama sekali.

Di sisi lain, menurut Megawati, bahwa yang menjadi lemahnya DPD

menjalankan fungsi legislasi dalam sistem bikameral sebagai berikut:

2. Tidak Seimbangnya Wewenang antara DPR dan DPD

Antara lembaga yang satu dengan lembaga yang lain memiliki
wewenang yang berbeda dan tidak seimbang terutama dalam bidang
legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang. Hal ini
nampak jelas dari Pasal 20 ayat (1); Dewan Perwakilan Rakyat memegang
kekuasaan membentuk undang-undang; ayat (2); Setiap Rancangan undang-
undang dibahas olen Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk
mendapat persetujuan bersama; jika rancangan undang-undang itu tidak
boleh diajukan lagi dalam persidangan dewan perwakilan rakyat masa itu;
ayat (4); Presiden dan undang-undang; ayat (5); dalam hal rancangan
undang-undang yang disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh

Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan tersebut disetujui,
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rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib

diundangkan.”

Dari ketentuan diatas nampak jelas jika DPD sebagai badan dalam
sistem legislatif bikameral tidak memiliki wewenang untuk ikut membentuk
undang-undang. Walaupun dalam Pasal 22D ayat (1) dan (2) UUD 1945
dikatakan Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan rancangan
undangundang kepada Dewan Perwakilan Rakyat mengenai otonomi
daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah
serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber
daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangannya
keuangan pusat dan daerah dan lain-lain. Akan tetapi dari rumusan ini tidak
nampak ketentuan yang mengatur tentang kewenangan DPD untuk ikut
menetapkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang termasuk

yang menyangkut kepentingan daerah.

B. Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah RI Kedepan

Dalam kondisi keterbatasannya, DPD telah memberikan penguatan

kehidupan demokrasi, khususnya yang berkaitan dengan daerah dengan
menyerap aspirasi dan kepentingan daerah, serta memperjuangkan
kepentingan masyarakat dan daerah kepada Pemerintah atau di tingkat

nasional.”® Hal ini juga akan mendekatkan pemerintah pusat dan pemerintah

> Megawati dan Murtopo Ali, Parlemen Bikameral dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,
(Yogyakarta: UAD Press), 98.
’® Bagir Manan, DPR,DPD dan MPR dalam UUD 1945 Baru, (Yogyakarta: FH UlI Press, 2003),

63.
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daerah, dan antara masyarakat dengan pemerintah. Pada kelanjutannya akan
dapat memupuk dan memperkuat perasaan akan manfaat pemerintah serta
memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional. Bahwa DPD RI juga
menunjukkan perkuatan demokrasi dapat dilihat dari beberapa segi, antara
lain: Sistem pemilihan anggota DPD dilakukan secara langsung oleh rakyat
sebagai pemilik kedaulatan. Selain itu, DPD sebagai perwakilan daerah
menunjukkan akomodasi dan representasi wilayah artinya ada penyebaran
perwakilan dari seluruh wilayah/provinsi di Indonesia.

Penguatan DPD RI tidak perlu dikaitkan dengan bentuk federalisme
dengan sistem perwakilan bikameral. Memang benar bahwa banyak negara
yang menganut federalisme menggunakan sistem perwakilan bikameral,
tetapi juga banyak negara yang berbentuk negara kesatuan menganut sistem
perwakilan bikameral. Penelitian yang dilakukan oleh IDEA hasilnya
menunjukkan bahwa dari 54 negara demokratis yang diteliti terdapat 22
negara yang menganut sistem perwakilan unikameral, sedangkan sebanyak 32
negara memilih sistem bikameral. Banyak juga negara dengan bentuk negara
kesatuan memilih sistem bikameral di samping juga ada yang memilih
unikameral. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa semua negara
demokratis yang memiliki wilayah luas memiliki dua majelis (bikameral)
kecuali Muzambique.

Dalam konteks Indonesia, yang memiliki wilayah sangat luas, terdiri
dari ribuan pulau dengan tingkat heteroginitas tinggi, penduduknya banyak

(empat besar di dunia), kiranya tidak salah jika Indonesia memilih sistem
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bikameral. Eksistensi DPD RI yang kuat ke depan harus dipertahankan, dan
pilihan sistem perwakilan bikameral tidak perlu dikhawatirkan akan menuju
federalisme. Tentu saja harus secara berlanjut dilakukan sosialisasi aturaan
sistem ketatanegaraan yang disepakati dan menjaga dan memperkokoh jati di
bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal
Ika.

Di samping DPD ta’at konstitusi dengan melaksanakan tugas sesuai
amanat yang sudah ada dalam konstitusi, secara berlanjut perlu diperjuangkan
agar DPD memiliki peran, fungsi dan kewenangan yang lebih kuat sebagai
lembaga parlemen dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat dan
daerah serta dalam rangka penguatan demokrasi di Indonesia.

Ini artinya diperlukan amandemen lagi terhadap UUD 1945. Hal ini
dimungkinkan sebagaimana ketentuan pasal 37 ayat 1 UUD 1945. Usul itu
tersebut dilandasi pertimbangan: Bahwa DPD memiliki legitimasi yang kuat
karena dipilih secara langsung oleh rakyat, karena itu seharusnya memiliki
kewenangan formal yang tinggi. Usul pemberian kewenangan yang memadai
itu karena DPD sebagai lembaga negara kedudukannya sama dengan lembaga
negara lainnya. Dengan kewenangan yang sangat terbatas, mustahil bagi DPD
untuk memenuhi harapan masyarakat dan daerah serta mewujudkan maksud
dan tujuan pembentukan DPD. Penerapan prinsip check and balances antar

lembaga legislatif harus diwujudkan.

Dalam rangka penguatan kapasitas DPD yang memadai dan lebih

mantap, diperlukan penyempurnaan tatanan negara yang lebih menjamin
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kedaulatan rakyat dan prinsip cheks and balances antar lembaga negara.
Dalam kekuasaan legislatif, perlu ditata kembali prinsip kesetaraan, saling
mengontrol dan mengimbagi antara DPR dengan DPD. Tujuan ke arah
tersebut akan berujung perlunya melakukan perubahan UUD 1945 secara

komprehensif, dan dalam konteks DPD perlu penyempurnaan pasal 22 D.

Terlebih DPD telah memberikan penguatan kehidupan demokrasi,
khususnya yang berkaitan dengan daerah dengan menyerap aspirasi dan
kepentingan daerah, serta memperjuangkan kepentingan masyarakat dan
daerah kepada Pemerintah atau di tingkat nasional. Hal ini niscaya juga akan
mendekatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antara masyarakat
dengan pemerintah. Pada Kkelanjutannya akan dapat memupuk dan
memperkuat perasaan akan manfaat pemerintah serta memperkokoh
persatuan dan kesatuan nasional. Bahwa DPD juga menunjukkan penguatan
demokrasi dapat dilihat dari beberapa segi, antara lain: Sistem pemilihan
anggota DPD dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai pemilik
kedaulatan. Selain itu, DPD sebagai perwakilan daerah menunjukkan
akomodasi dan representasi wilayah artinya ada penyebaran perwakilan dari

seluruh wilayah/provinsi di Indonesia.

Sejak berdirinya NKRI disadari sudah ada perwakilan daerah meskipun
hanya berbentuk utusan daerah. Hal itu dipandang tidak memadai dan tidak
efektif. Kehadiran DPD yang anggotanya dipilih secara langsung oleh rakyat

diharapkan dapat menjadi perwakilan masyarakat dan daerah yang dapat
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secara optimal mencerminkan kedaulatan rakyat dan efektif dapat
menghubungkan antara daerah dengan pemerintah serta membawa
kepentingan daerah pada tingkat nasional. Namun, DPD masih banyak
mengalami kendala yang diakibatkan adanya keterbatasan fungsi dan

kewenangan untuk mewujudkan harapan masyarakat dan daerah.

Keterbatasan kewenangan DPD juga tidak sesuai semangat dan jiwa
yang terkandung dalam maksud dan tujuan diadakannya DPD sebagai
lembaga perwakilan daerah serta perwujudan prinsip check and balances.
Berbagai upaya yang dilakukan, telah menunjukkan perkembangan dengan
sinyal positif hubungan DPR dan DPD. Hubungan yang baik itu diharapkan
akan wujud dalam kesederajatan dan kebersamaan DPR dan DPD dalam
lembaga legislatif atas dasar prinsip check and balances dalam kerangka
melaksanakan Pancasila, UUD 1945, koridor kokohnya NKRI yang
berbhineka Tunggal Ika untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Atas dasar
hal tersebut di atas dan dengan niat yang kuat untuk mengembangkan
demokrasi modern berdasarkan konstitusi dalam tata kenegaraan, maka
eksistensi DPD RI harus dipertanankan dan diperkuat kapasitas

kelembagaannya sebagai badan legislatif.

Melalui DPD ini diharapkan hubungan dengan otonomi daerah dan
pusat dan daerah,pembentukan,dan pemekaran serta penggabungan daerah
,pengelolaan sumber daya alam,dan sumber daya ekonomi lainnya,serta yang

berkaitan dengan perimbangan keungan pusat dan daerah bisa berjalan
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dengan baik. Harus ada amandemen UUD 1945 terkait kewenangan legislasi
DPD. Konkretnya bahwa DPD adalah lembaga legislatif, selayaknya

memiliki kewenangan membuat undang-undang bersama DPR.

Tanpa ada perubahan terhadap UUD 1945, maka sesanter apapun
aspirasi masyarakat dan daerah yang dikawal anggota DPD, tetap tidak
mudah untuk ditindaklanjuti dan direalisasi. Dengan kata lain, tanpa adanya
amandemen UUD 1945 terkait kewengan DPD, diprediksi nasib masyarakat
dan daerah tidak akan berubah signifikan ke arah yang lebih baik, lebih

sejahtera, dan lebih menguatkan NKRI.



BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah Penulis mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi ini, maka dari

hasil analisis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Kedudukan DPD sebagai lembaga legislatif dalam rangka pembentukan
Undang-Undang menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah terbatas
baik dilihat dari bentuk kelembagaan maupun dilihat dari lingkup
kewenangannya. Pembatasan terhadap lingkup kewenangan, yaitu hanya
terhadap rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan
kepentingan-kepentingan  daerah  dimungkinkan untuk dilakukan
mengingat Dewan Perwakilan Daerah merupakan wakil-wakil daerah
dalam rangka menjamin aspirasi dan kepentingan daerah, sehingga perlu
dibatasi lingkup kewenangannya hanya terhadap rancangan undang-
undang tertentu tersebut. Namun demikian, adanya pembatasan berkaitan
dengan bentuk kewenangan yang diberikan, sesungguhnya akan
berpengaruh pada optimalisasi pelaksanaan fungsi legislasi yang dimiliki
olen Dewan Perwakilan Daerah. Oleh karena itu adanya pembatasan
terhadap bentuk kewenangan dibidang legislasi tersebut, yaitu hanya
terhadap mengajukan rancangan undang-undang, ikut membahas, dan

memberikan pertimbangan, adalah jelas merupakan penyimpangan dari
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status dan kondisi yang dikehendaki dari pembentukan Dewan Perwakilan
Daerah yang merupakan lembaga perwakilan.

2. Penguatan kedudukan hukum kelembagaan DPD berdasarkan konstitusi
menjadi salah satu isu yang sedang dikumandangkan di tataran internal
DPD. Hal tersebut bukan tanpa alasan, mengingat tumpulnya peranan
DPD dalam mengawal proses legislasi sehingga wacana penguatan
kelembagaan DPD tersebut menjadi isu yang terus dilemparkan oleh
anggota DPD ke pemerintah guna memaksimalkan fungsi DPD sendiri.
Dari beberapa data yang saya sertakan dalam skripsi saya terlihat jelas
bahwa upaya anggota DPD dalam hal penguatan kelembagaan DPD
sendiri sangatlah serius dan terukur. Hal tersebut didorong dengan upaya
dari DPD sendiri dalam mengambil simpati publik serta beberapa
dukungan baik dari masyarakat maupun organisasi-organisasi masyarakat.
Karena dasar hukum yang ada saat ini dinilai belum mampu
mengakomodir peran dan fungsi DPD secara efektif.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan dalam penilitian ini ialah :

1. Pemerintah  khususnya DPR dan Presiden hendaklah lebih
memaksimalkan peran DPD dalam setiap proses legislasi yang ada.
Walaupun DPD saat ini sudah terus berupaya memaksimalkan
peranannya, akan tetapi terkadang DPR dan Presiden seringkali
mengacuhkan bahkan terkesan mengesampingkan lembaga DPD. Padahal

kalau kita melihat secara kelembagaan, dibanding DPR dan Presiden,
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hanya DPD yang merupakan lembaga independen ( tanpa perwakilan
partai politik ) yang ada di parlemen. Sehingga dapat dikatakan, apa yang
diusulkan, maupun direkomendasikan oleh DPD merupakan murni dari
aspirasi daerah dan tanpa kepentingan parpol yang selama ini terlihat di
DPR maupun oleh Presiden.

. Selain DPR maupun Presiden, hendaklah DPD terus mensosialisasikan
mengenai peran dan fungsi lembaga DPD tersebut kepada seluruh elemen
masyarakat. Hal tersebut sangatlah diperlukan agar masyarakat awam
mengetahui keberadaan dan peranan DPD sendiri ditingkatan pusat,
khususnya di seluruh daerah di Indonesia. Karena saat ini, hanya DPR dan
Presiden seolah-olah yang terlihat kinerja dan fungsinya, akan tetapi
sebagian masyarakat kurang mengetahui keberadaan lembaga DPD
sendiri, sehingga memunculkan berbagai polemik tentang efektifitas
fungsi DPD sebagai lembaga perwakilan daerah ditingkatan pusat.
Bahkan keberadaan DPD seolah-olah tergeser oleh popularitas dari
lembaga DPRD yang ada didaerah-daerah. Jadi masyarakat lebih
mengetahui tentang DPRD dan anggotanya dibandingkan mengetahui
DPD serta anggotanya. Memang, dibeberapa kesempatan pimpinan DPD
terlihat muncul di beberapa media massa, akan tetapi perlu ditingkatkan
kembali upaya DPD dalam mensosialisasikan fungsi, peranan, serta
kedudukan DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Dan guna
membantu dukungan kepada seluruh elemen masyarkat mengenai

pentingnya DPD sebagai lembaga perwakilan daerah.
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